PROBLEMATIKA PERAN NADZIR DALAM PENSERTIFIKATAN TANAH
WAKAF DI DESA SENGON KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S1

Dalam Hukum Keluarga Islam

Yil?

WALISONGO

DisusunOleh ;

Miftakhurrozak
NIM = 132111094

FAKULTAS SYARI’'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019



 ACHMAD ARIEF BUDIMAN, M.Ag

Tembalang Pesona Asri L. 19 Ri 04/04 Kramas, Tembalang, Semarang

.

e e e e e e

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. ' 4 (Empat) Eks,

Hal

: anl;ah Skripsi
A.n Miftakhurrozak

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Asslamualaikum Wr Wh PR
Selelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami

kirimkan naskah skripsi saudara !

Mama - Miftakhurrozak

I 132111094

Judul . Problematika Peran Nazhir Dalam Pensertifikatan Tanah Wakaf

di Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang
Kami mohon kiranya skripsi saudara terscbut dapat segera dimunagosahkan.
Demikian harap menjadi maklum.
Wassalmny ‘alaikum We Wb,

Pembitnbin

Achmad Ari
MNIP. 19691031 199



KEMENTRIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof, Dr, Hamka Km 02 Mgalivan

PENGESATAN

Skrpsi Saudara : Miftakhurrozak
NIM S 132111094
Judul ‘Problematika Peran Nazhir Dalam Pensertifikatan Tanah

Wakal di Desa Sengon Keeamatan Subah Kabupaten Batang

Telah dimunagosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal © 30 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai svaral guna memperoleh gelar sarjan Strata (S1) dalam ilmu
Hukum Keluarga Islam jurusan dhwal Al Syahshvah Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang tahun akademik 20192020

Semarang, 30 Juli 2019
Mengetah,

Ketua Sidang

r. . Mohamad Arjs® Imroni, M.Ag,
MR, 196907091 997031001 NIP, 19711101

Pembifibi

Achmad Arie
NIP. 19691031 1

diman, M.Ag



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranditeras huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada
Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158
Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan
No Arab Latin No Arab Latin
1 | Tidak dilambangkan 16 L t}
2 o B 17 L z}
3 < T 18 ¢
4 & 5| 19 ¢ G
5 z ] 20 o F
6 z h} 21 K Q
7 z Kh 22 4 K
8 3 D 23 J L
9 3 z\ 24 : M
10 B R 25 3 N
11 3 z 26 B w
12 o S 27 » H
13 o Sy 28 .
14 5z s} 29 $ Y
15 o d}

2. Vokal pendek 3. Vokal panjang
—a kataba —a gaa
= suila =i Js gila
=u &y yazhabu =u Js&  yagulu

4. Diftong

=al X kaifa
=au haula



MOTTO

O P L R A &0 4 ) &7 @At e,
Ll 8 il (e 15880 Loy () sand Uas 15008 (s D) 118 ()

P -
P

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum
kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang
kamu nafkahkan maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”



Vi

PERSEMBAHAN

Dengan segaa kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini:

Kupersembahkan sebagai bentuk ibadahku kepada Allah SWT Yang karenaridlo dan
rahmatNya skripsi ini bisaselesal.

Salam takdzim Untuk almarhum Bapak, dan lbu serta keluarga yang selau
memberikan kasih sayangnya serta setia mendoakan setiap perjalaanan
hidup saya. Jembar pak, sehat seger waras selalu Buk.

Untuk istriku terkasih, yang senantiasa setia menyemangati mendoakan serta
mengamini setiap harapan baik yang saya langitkan.

Kepada sahabat-sahabatku 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, sekelas,
seangkatan, sekos, sekopma, sewarung, sengaliyan. Dan kepada sahabat
cucian.

Kepada Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syariah
Komisariat Walisongo yang telah menemaniku berproses.

Terimakasih untuk semuanya
Semoga Allah SWT selau meridloi semualaku baik kita.
Amin.



Wi

DEKLARAS]

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan
bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang fain atay
diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikian
orang lain, kecuali informasi yang terdapat dan referensi yang dijadikan

bahan nyjukan oleh penulis.

Semarang, 30 Juli 2019

NIM. 132111094

vii



viii

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya mencerminkan adanya
perhatian khusus terhadap berbaga persoalan wakaf, seperti praktik dalam
perlindungan sampai pada sertifikas tanah wakaf yang menjadi salah satu dasar
dalam ha menjaga keutuhan harta wakaf, Beberapa cara yang dapat nazhir lakukan
untuk melindungi harta wakaf yaitu dari segi hukum nazhir bisa melakukan
sertifikasi dengan tujuan ada kejelasan status hukum, karena dalam hal melindungi
masih banyak terjadi penyelewengan yang bisa mengakibatkan hilangnya harta
wakaf. Salah satunya ialah yang terjadi dalam kasus tanah wakaf di Desa Sengon
Kecamatan Subah Kabupaten Batang, ha ini merupakan sebuah perlindungan yang
mengalami  problematika yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam tentang
bagaimana praktik perlindungan harta wakaf oleh nazhir.

Berdasarkan uraian latar belakang , penulis merumuskan permasalahan sebagai
berikut: Pertama Bagaimana Problematika Peran Nazhir dalam Pensertifikatan
Tanah Wakaf di Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang?. Kedua,
bagamana Dampak yang Timbul Dari Problematika Peran Nazhir Daam
Pensertifikatan Tanah.

Upaya memperoleh data yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini
penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang
mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data lapangan. Karena ini
menyangkut permasalahan interrelas antara hukum dengan masyarakat, maka
penelitian ini merupakan studi sosial yang non doktrinal, atau dapat disebut juga
sebagai penelitian hukum sosiologis (social legal research). Karena penelitian ini
merupakan penelitian hukum sosiologis maka ditekankan pada nilai kemaslahatan
dan nilai keadilan.

Adapun hasil dari penelitian pada skripsi ini adalah, pertama dalam perlindungan
harta tanah wakaf, pihak pengelola selaku nazhir tidak membawa sertifikat harta
wakaf, justru sertifikat tersebut di bawa orang lain, dan daam proses
pensertifikatannya pun secara ilegal bahwa nazhir tidak melakukan proses
penyerahan akta ikrar wakaf secaralangsung ke BPN, sehingga mengakibatkan tidak
keluarnya sertifikat wakaf tersebut, kemudian hasil dari tanah wakaf sendiri nazhir
tidak mengetahuinya, hal ini menjadi tidak produktifnya harta wakaf. Kedua, ada
persoaan yang muncul kaitannya dengan perlindungan harta wakaf yang seharusnya
dilaksanakan oleh nazhir, bahwa nazhir hanya sebagai status sga dan tidak
mel aksanakan peran serta kewajibanya mengelola melindungi dan mengembangkan
harta wakaf, sesuai dengan perspektif hokum islam dan undang-undang wakaf nomor
41 tahun 2004 pasal 5 dan 11 serta PP nomor 42 tahun 2006, bahwa nazhir harus
mengawas dan melindungi harta wakaf. Realitas di lapangan nazhir tidak melakukan
kontrol terhadap peruntukan dan hasil dari pengelolaan wakaf tersebut, hal ini tidak
sesuai dengan KHI pasal 220 ayat 1 bahwa nazhir bertanggung jawab atas kekayaan
hasil dari harta wakaf.

Kata kunci: Wakaf, Sertifikat, Perlindungan,
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perlindungan terhadap harta benda wakaf sangat penting dilakukan, karena

wakaf pada dasarnya memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, khususnya untuk
wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dan wakaf benda bergerak
lainnya seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan lain-lain. Dari perlindungan
tersebut seorang Nazhirlah yang paling berpengaruh dalam menjaga dan melindungi
harta benda wakaf sesuai dengan aturan yang berlaku, salah satu perlindungan yang
harus di perhatikan adalah sertifikat tanah wakaf, sertifikat wakaf menjadi salah satu
tugas seorang nazhir supaya tanah wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum dan
akan menjadikan tanah tesebut menjadi produktif dan bermanfaat bagi kemaslahatan
umat.

Di Indonesia sendiri, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam
sgjak agama Islam masuk Indonesia. Wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya
berupa magid, mushalla, madrasah, gedung sekolah, makam, rumah yatim piatu dan
sebagainya dilihat dari segi sosia dan ekonomi. Dengan kata lain, wakaf yang ada
memang belum dapat berperan menanggulangi permasalahan umat khususnya
masalah sosial dan ekonomi, bahkan untuk biaya perawatannya pun harus dicarikan
sumbangan dari masyarakat.*

Islam sendiri memerintahkan seseorang dianjurkan untuk menafkahkan
sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an.

o oS0 GR0AT Gy A0S W il (e gsinl 158400 (i Ll
I (REFCENFII A PRSP BEC PRI ) PV I PRy
KPS IS R PA I PE R PV

! Abdul Ghofur Anshori, Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia,
Y ogyakarta: Nuansa Aksara, 2005, him.3.
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Artinya :Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih
yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata
terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji
(Q.SAl-Bagarah 267).

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa, Allah Swt
memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menyisihkan dan merelakan
sebagian harta yang dicintainya untuk dinafkahkan. Dengan demikian sebagai
orang mu'min tidaklah mengkesampingkan ayat tersebut, tapi justru harus
sebaliknya, yakni senantiasa melakukanya dengan baik sesuai dengan
ketentuan-ketentuanNya.

Wakaf juga terdapat beberapa definisi yang dibuat oleh ahli figih pada
umumnya memasukkan syarat-syarat wakaf sesua dengan mazhab yang
dianutnya. Al-Minawi misanya yang mana dia merupakan penganut
mazdhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan "Menahan harta benda yang
dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang
dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain
dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala".

Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan yang di
maksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna

keperluan ibadah dan atau kesejahtraan umum menurut syariah.®

Sedangkan definis wakaf dalam perundang-undangan Barat dalam

45,

2 Departemen Agama RI, Al-Qu’an dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra, 2002, him.

3 Departemen Agama RI, Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah
Tentang Pelaksanaanya, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral
Bimbingan Masyarakat 1slam, 2007, him. 39.
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kamus Stroud Judical Dictionary yang dikutip oleh Munzdir Qohaf dalam
bukunya Manajemen Wakaf Produktif, dinyatakan wakaf adalah memberikan
harta untuk dimanfatkan dan hasilnya digunakan untuk kepentingan sosia
dan agama.* Adapun definisi wakaf sebagaimana tercantum dalam Kompilasi
Hukum Islam dalam pasa 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum
seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan
sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna
kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran
Islam,®> yang kemudian dengan adanya pertimbangan bahwa praktik wakaf
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib
dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak dipelihara
sebagai mana mestinya, terlantar atau beralihtangan ke pihak ketiga dengan
cara melawan hukum.

Keadaan ini tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir
dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tapi karena juga
sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta
benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesegjahteraan umum
sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Yang kemudian
diperbarui dengan membentuk Undang-Undang wakaf .

Dalam Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan yang di
maksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna

“Ibid, him. 49-50.

®Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan Islam, Depag RI, Kompilasi Hukum
Islam, Jakarta, Pustaka Y ustisia, 2001, him. 99.
6Departemen Agama RI, Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang
Pelaksanaanya, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam, 2007, him. 39.
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keperluan ibadah atau kesejahtraan umum menurut syariah.’

Jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak, berdasarkan data
Departemen Agama pada tahun 2016 jumlah tanah wakaf di Indonesia
mencapai 435.768 lokasi dengan luas keseluruhan 4.359.443.170.00 m*2
Oleh sebab itu diperlukan perlindungan dari beberapa pihak untuk melindungi
tanah wakaf supaya tidak disalah gunakan, salah satu yang bertanggung
jawab untuk mengamankan adalah Nadzir. Nazhir adalah orang atau badan
yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai
dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut dan selama ia mempunyai hak
melakukan tindakan hukum.

Beberapa cara yang dapat nazhir lakukan untuk melindungi harta wakaf
yaitu: dari segi hukum nazhir bisa melakukan sertifikasi dengan tujuan ada
kgelasan status hukum, dari segi administrasi nazhir dapat melakukan tertib
administrasi supaya bisa diterima oleh KUA dan dapat dilakukan komputerisasi,
dari segi fisk nazhir dapat memberikan tanda batas tanah wakaf supaya luas
tanah wakaf yang ada di lapangan sesuai dengan data di sertifikat dan yang
terakhir nazhir dapat melindungi harta wakaf dengan cara pengawasan.

Sedangkan kegadian dilapangan penulis menemukan beberapa
permasalahan, bahwa ada sebagian nazhir di Desa Sengon Kecamatan Subah
Kabupaten Batang yang tidak melakukan tugasnya sebagaimana idealnya
seorang nazhir. Salah satunya adalah data di direktori harta wakaf Kecamatan
Subah menyebutkan dari 2014-2019 ada 2 tanah wakaf yang sudah tercatatkan di
data tersebut melalui bukti ikrar wakaf akan tetapi benda wakaf tersebut belum

ada sertifikatnya, hanya tertuliskan dalam proses BPN namun sampai beberapa

" Ibid., him. 3.

® Departemen Agama RI, Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir), Jakarta: Direktorat Jendral
Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2016, him. 1



tahun belum ada tindak lanjut dari seorang nazhir, berikut adalah tabel harta

wakaf yang berada di Desa Sengon K ecamatan Subah Kabupaten Batang.

Daftar Tanah Wakaf
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No | No Sertipikat | No Akta lkrar Nadzir Keperluan

1 |1 k.07/BA.03;/0520 | H. Abdul Wahab | Madrasah
03

2 |3 K.07/BA.03;/07/2 | H. Abdul Wahab | Mushola
003

3 |2 K.07/BA.03;/06/3 | H. Abdul Wahab | Magjid
003

4 | 256 MK.15/Kot/219/1 | H. Abdul Wahab | Mushola
989

5 |86 0VYMK/275/X11/1 | H. Abdul Wahab | Magjid
989

6 | 258 MK.15/K07/236/ | H. Abdul Wahab | Magjid
1990

7 | 254 MK.15/K07/236/ | H. Abdul Wahab | Madrasah
1983

8 |488 1/3/6/1990 H. Abdul Wahab | Mushola

9 487 MK.15/W2/76/V1 | H. Abdul Wahab | Mushola
/1990

10 | 489 1/3-6/1990 H. Abdul Wahab | Magjid

11 | 492 58/3-6/1990 H. Abdul Wahab | Mushola

12 | 491 111/3-6/1990 H. Abdul Wahab | Mushola
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13 | 493 W2/K07/178/199 | H. Abdul Wahab | Musola
1

14 | 490 W2/K07/179/V1/1 | H. Abdul Wahab | Makam
990

15 | 494 7/\V1/1990 H. Abdul Wahab | Muhola

16 | 495 W2/K07/180/VI1l1/ | H. Abdul Wahab | Mushola
1990

17 | 500 W2/163/X/1992 H. Abdul Wahab | Mushola

18 | 501 W2/166/X/1992 H. Abdul Wahab | Mushola

19 | 497 W2/144/V11/1992 | H. Abdul Wahab | Mushola

20 | 508 W2/165/X/1992 H. Abdul Wahab | Mushola

21 | 507 W2/175/X1/1993 | H. Abdul Wahab | Mushola

22 | ProsessBPN | KO/W2/BA.03.2 | H.Choerudin Mushola
12014

23 | ProsesBPN | KOL/W2/BA.03.2 | H.Choerudin Mushola’
13/2014

Dari data di atas menerangkan ada 23 harta wakaf yang tercatat tidak

semuanya mempunyai sertifikat, di lihat dari tabel tersebut bahwa daftar

nomer 22 dan 23 sampai sekarang masih dalam proses BPN dalam hal ini

bisa dikatakan bahwa nazhir melakukan perlindungan hanya sampai ikrar

wakaf sga, belum sampa penyertifikatan benda wakaf. Hal ini yang

membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang studi lapangan

° Direktori Tanah Wakaf Perlokasi Kecamtan Subah Desa Sengon
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terhadap perlindungan harta wakaf oleh nadzir di Sengon Kecamatan Subah,
Kabupaten Batang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji
lebih lanjut dalam sebuh skripsi dengan judul ““Problematika Peran Nazhir
dalam Pensertifikatan Tanah Wakaf di Desa Sengon Kecamatan Subah
Kabupaten Batang*

B. Rumusan Masalah
Dalam rumusan masalah penulis merumuskan dua rumusan, Untuk membuat
permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik terang konsep
yang diterapakan oleh pengelola, Hal ini dimaksudkan agar pembahasan
dalam penelitian ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar
belakang yang telah disampaikan di atas terbentuklah rumusan yang bisa
diambil:
1. Bagaimana Problematika Peran Nazhir dalam Pensertifikatan Tanah
Wakaf di Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang?
2. Bagamana Dampak yang Timbul Dari Problematika Peran Nazhir
Dalam Pensertifikatan Tanah?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang
diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk Mengetahui bagaimana Peran Nazhir dalam dalam melidungi
harta benda wakaf
b. Untuk mengetahui bagaimana proses pensertifikatan harta wakaf oleh
nazhir
c. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan atas nazhir yang tidak

mel aksanakan kewajibannya dalam mensertifikatkan harta wakaf
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2. Manfaat penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu
masalah atau fakta yang dilakukan secara tuntas. Manfaat penelitian
sendiri merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya suatu
rumusan masalah secara akurat, daam manfaat penelitan ini penulis
sangat berharap supaya bisa bermanfaat bagi penulis sendiri ataupun dan
bagi orang lain, maka dari itu penulis membagi beberapa poin.

a. Penditian ini berguna sebagai tugas akhir dari penulis untuk
memperoleh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang.

b. Penulis dapat mengaplikasikan teori-teori mata kuliah yang pernah
didapatkan.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk
penelitian-penelitian selanjutnya.

d. Menambah wawasan dalam aplikasi ilmu yang telah diperoleh dalam
masa perkulishan dan mengatahui gambaran Kkinerja seorang
pengel ola dalam mengelolawakaf di Indonesia.

e. Pendlitian ini diharapkan dapat berguna untuk badan atau lembaga
pengelola wakaf sehingga memiliki acuan yang tepat dalam
pemberdayaan tanah wakaf.

D. Telaah Pustaka
Dalam Penulisan ini berdasarkan penelitian lapangan yang mengambil
objek Tanah Wakaf di Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang.
Untuk menunjang dalam mengkaji persoalan-persoalan yang diteliti agar
sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil
dan menelaah dari beberapa buku-buku dan skripsi yang mempunyai

hubungan dengan masalah perwakafan.
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Penulis mengambil dari bukunya Dr.Muhammad Abid Abdullah Al-

Habisi.“Hukum wakaf””. Dalam buku ini membicarakan aspek-aspek yang
terkait dengan wakaf secara luas yang pembahasannya diarahkan kepada
kajian aspek sgjarah, wakaf yang berkembang di negara-negara muslim serta
mengemukakan perbandingan Imam mazdhab yang ada dalam kitab-kitab
figih klasik serta dikaitkan dengan perkembangan permasalahan kontemporer
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini dengan melihat
peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun
2004.
Kemudian juga di dalam buku Drs H. Adijani al-Alabij. S.H. yang berjudul
“perwakafan tanah di Indonesia dalam teori dan praktek” yang di dalamnya
memuat hal-hal pokok yang perlu disosialisasikan di lingkungan masyarakat,
organisasi-organisasi Islam, dan para nazhir/pengelola seperti teori dan
praktik perwakafan, syarat dan rukun wakaf, dan wakaf dalam sistem
perundangan Indonesia.

Penulis juga menelaah bukunya Achmad Arief Budiman M.Ag. yang
berjudul “Hukum Wakaf”. Di dalamnya terdapat beberapa penjelasan
menganai dasar-dasar hukum wakaf menurut hukum syari’ah mengenai
anjuran-anjuran untuk menafkahkan sebagian dari hartanya, maupun hukum
positif di Indonesia yang menerangkan mengenai pengaturan perwakafan
yang diatur dalam undang-undang maupun Peraturan Pemerintah dan
Peraturan-peraturan yang lainya. dan didalam buku ini juga menerangkan
pengaturan wakaf dari masa ke masa.

Penulis juga menelaah jurna dari Abdurahman Kasdi dosen dari 1AIN
Kudus, yang berjudul Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf, dalam

jurnal ini membahas tentang peran seorang Nazhir dalam mengelola, dan
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mengawasi harta wakaf bahkan sampai mengadministrasikan tanah wakaf
yang di kelola oleh seorang nazhir.

Beberapa bahan tinjauan seperti buku, skripsi dan jurnal yang penulis
uraikan di atas memang bersinggungan dengan masalah perwakafan, akan
tetapi penelitian ini berbeda, karena secara spesifik berkaitan dengan peran
yang dilakukan atau tugas yang harus dilaksanakan oleh nazhir terhadap
tanah wakaf yang di kelolanya, Yang mana hal tersebut tentu tidak sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang maupun
ketentuan-ketentuan yang lainya.

Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis
mengenai Problematika Peran Nazhir dalam Pensertifikatan Tanah Wakaf di
Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

E. Metode Penedlitian
1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok bahasan
dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan
(field research) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan
dalam pengumpulan data lapangan.’® Karena ini menyangkut
permasalahan interrelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga
sosial lain maka penelitian ini merupakan studi sosia yang non
doktrinal, atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis
(social legal research).*Karena penelitian ini merupakan penelitian
hukum sosiologis maka ditekankan pada nilai kemaslahatan dan nilai

keadilan.

10 Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remagja Rosda
Karya, 2001, him. 158.

n Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1997, him. 101-103.
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Dalam ha ini penulis meneliti mengenai problematika peran
nazhir dalam pensertifikatan tanah wakaf di Desa Sengon Kecamtan
Subah Kabupaten Batang.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang di pakai untuk penulis dalam

penelitianini:

a DataPrimer.
Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber
pertama'? Data yang penulis butuhkan adalah yang terkait peran
nazhir dalam pensertifikatan tanah wakaf, data ini penulis uraikan
di bab I11. Data primer ini sangat menentukan pembahasan skripsi
ini adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini
berupa informasi dari pengelola wakaf Desa Sengon dan petugas
KUA Kecamatan Subah.

b. Data Sekunder.
Yaitu data-data yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-
dokumen.™® Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini
dapat berupa dokumen perwakafan di Desa Sengon Kecamatan
Subah, peraturan perundangan dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Interview (Wawancara).
Interview adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara
pihak pencari informasi dengan sumber-sumber informas yang

berlangsung secara lisan.** Dalam hal ini penulis menggunakan

2 sumadi Suryabrata, Metodologi Pendlitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1995, him. 84.

3 Ibid., him. 85.

% Hadari Nawawi, Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Y ogyakarta:
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interview bebas terpimpin untuk mendapatkan data.

Penulis juga mengadakan tanya jawab dengan wakif selaku
orang yang mewakafkan tanah tersebut, untuk mendapatkan
kepastian mengenai pensertifikatan tanah wakaf. Hal tersebut
penulis uraikan di bab Ill. Karena banyaknya responden yang
akan di wawancara maka penulis mengambil sampel dari
beberapa unsur yakni pengurus pengelolaan tanah wakaf di Desa
Sengon dan beberapa pengurus lainya yang mengetahui secara
detail mengenai tanah wakaf tersebut. Sedangkan dari warga juga
penulis wawancaral yaitu 2 orang saks atas pengikraran tanah
wakaf di PPAIW.

b. Dokumentasi.
Yaitu kegiatan penelitian dengan mencari data mengenai hal-hal
yang berupa catatan, transkip buku, notulen rapat dan
sebagainya™ Tentunya yang berupa arsip-arsip mengenai hal
yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi
ini.
4. Metode Andisis Data
Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan dan sudah
cukup memadai, maka data tersebut penulis analisis dengan metode
diskriptif analitis. Seperti kita ketahui metode deskriptif dirancang
untuk menganaisis informasi tentang keadaan-keadaan nyata
sekarang (sementara berlangsung). Yang Dbertujuan  untuk
menggambarkan sifat suatau keadaan yang sementara berjalan pada

saat penelitian. Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian

Gajah Mada University Press, 1992, him. 98.
¥ suharsimi Ari Kunto, Prosedur Pendlitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:
Rineke Cipta, 1991, him. 188.
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yang bermaksud untuk membuat (deskripsi) mengenai situasi-situas
atau kejadian-kejadian yang sebenarnya.'®
F. Sistematika Penulisan
Sistematika laporan ini  untuk memahami persodan yang
dikemukakan secara runtut atau sistematis, maka penulis membagi pokok
bahasan menjadi lima bab. Ha ini dimaksudkan untuk memperjelas,
mempermudah pembaca pada setigp permasalahan yang dikemukakan.
Adapun perincian lima bab tersebut sebagai berikut:
BAB |: Pendahuluan.
Di daam bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan
Penulisan Skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penulisan Skripsi, dan Sistematika
Penulisan.
BAB I1: Kgian Umum Tentang Wakaf
Berkaitan tentang Ketentuan Umum Mengenai Perwakafan. Dalam bab ini
memuat |andasan teori yang berisikan pandangan umum tentang pengertian
wakaf dan dasar-dasar hukumnya, syarat dan rukunya, macam-macamnya
serta bagai mana ketentuan-ketentuan mengenai tanah wakaf.
BAB |11: Gambaran Umum dan Problematika Nazhir dalam Persertifikatan
Tanah Wakaf
Menguraikan tentang Problematika Peran Nazhir dalam Pensertifikatan
Tanah Wakaf di Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang,
BAB IV: Analisis Problematika Peran Nazhir dalam Pensertifikatan Tanah
Wakaf
Membahas tentang dampak yang timbul Terhadap Problematika peran Nazhir
daam Pensertifikatan Tanah Wakaf. Daam bab ini penulis akan

mengetengahkan beberapa permasalahan inti sebagai bahan laporan, yaitu

16 Symadi Suryabrata, op.cit., him. 18.
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mengenai analisis terhadap problematika peran nazhir. berserta proses dan
alasan hukum.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi

Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.
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BAB 11

PERAN NAZHIR MENURUT FIQIH DAN UNDANG-UNDANG

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syar at
1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab “Wagafa”.

Asal kata “Wagafa” berarti “menahan” atau “berhenti”. Kata bentuk

masdar dari <& artinya berhenti atau menahan sama artinya

dengan “ous iy un”

Adapun wakaf menurut istilah syara’ dikemukakan oleh beberapa

pendapat dari para ulama, ilmuan dalam kgian keislaman dan peraturan

khusus yang berada di negara Indonesia, sebagai berikut:

1)

2)

Imam Abu Hanifah berpendapat Wakaf adalah penahanan benda atas
milik orang yang berwakaf dan mendermakan (mensedekahkan)
manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa
yang akan datang.

Mazhab Malikiyah berpendapat Wakaf berarti penahanan suatu
benda dari bertasarruf (bertindak hukum, seperti menjual dan
membelikannya) terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap
dalam pemilikan s waqif, dan memproduktifkan hasilnya untuk
keperluan kebaikan.

Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hambal menerangkan bahwa wakaf
adal ah penahanan dari bertasarruf dan mensedakahkan hasilnya serta

berpindahnya pemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang

Y Wahbah Zuhaili, Al-Fighu al-Islami wa ‘Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr alMu’ashir,

2008, him, 151
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yang menerima wakaf dan tidak boleh bertindak sekehendak hati
mauquf alaih.’®
3) Kompilass Hukum Islam dalam pasal 215 ayat (1) menerangkan
pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kel ompok
orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda
miliknya dan melembagakannya untuk selamalamanya guna
kepentingan ibadat atau keperluan umum lainya sesuai dengan gjaran
|slam.®®
4) Abu Bakar Jabir Al-Jazairi megartikan wakaf sebagai penahan harta
sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau
dihibahkan, dan mendermakan kepada penerima wakaf.*
Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan
hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka
waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.?*
Adapun pengertian wakaf dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.
28 Tahun 1977 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum
seorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta
kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk
selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum
lainnya sesuai dengan ajaran Islam.’

2. Dasar Wakaf

8 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta Ciputat Press, 2005,
him. 9-11.
9 K ompilasi Hukum Islam, Pasal 215.

2 Farid Wajdy dan Mursid, Wakaf dan Kesegjahteraan Umat, Y ogyakarta: Pustaka
Pelgjar, 2007, him. 30.

2 Undang-undang Wakaf No 21 Tahun 2004



29

Wakaf sebagal garan dan tradis yang telah disyari‘atkan,
mempunyai dasar hukum baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah serta
Ijma’. Kendatipun dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara
eksplisit dan jelasjelas merujuk pada permasalahan wakaf, namun
beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan
masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai |andasan perwakafan.?
Kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tesebut, di
dalam Al-Qur’an sering diungkapkan konsep wakaf yang menyatakan
tentang derma harta (infag) demi kepentingan umum, sedangkan dalam
hadits sering kita temui ungkapan tanah (habs) Semua ungkapan yang ada
di Al-Qur’an dan al Hadits senada dengan arti wakaf yaitu penahanan
harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk
mendapat keridlaan Allah Swt.?®

Imam Syafii, Imam Malik dan Imam Ahmad, berpendapat wakaf
itu adalah suatu ibadat yang disyariatkan, sehingga dapat kita simpulkan
baik dari pengertian secara umum dari Al-Qur’an maupun hadits yang
secara khusus wakaf di masa Rasulullah.?*

Ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan perintah melaksanakan
wakaf yang dijadikan dasar hukum wakaf, diantaranya yaitu:

1) Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 267

Tsaad W5 G Oa &1 U AT Loy 208 L il g 1ol 13le 51 L
Lan G0 Al G 15ale Ty 88 1 plassd (o W) adall Lol () 5t 43 G

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,

% Mohammad Daud Ali, Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta: Universitas
Indonesia Press, 1988, him. 30.
% Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta:
Derektorat Jendral Bimbingan Masyarakat |slam, 2006, him. 31.
2 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, Jakarta: PT. Rgja Grafindo
Persada, 1997, him. 24.
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Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah

Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*

2) Al-Qur’an surat Al-Imran ayat 92
e B T 08 (5 0o AR 5 & st s 1 (30 S 1005

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan
apa saja yang kamu nafkahkan maka Sesungguhnya Allah
mengetahuinya.”?®

Ayat-ayat di atas dijadikan sandaran sebagai landasan hukum
wakaf karena pada dasarnya sesuatu yang dapat dibuat nafagah atau infag
dijalan kebaikan sama halnya dengan wakaf, karena sesungguhnya wakaf
adalah menafkahkan harta di jalan kebaikan.”’

Kemudian hadist-hadist yang menerangkan untuk melaksanakan
ibadah wakaf, diantaranya adalah:

a Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu
Hurairah.

G b - e UL BRI 08 AL GG el G 360 ) sl ) 8 RS
13 06 AL adle 0 Sla i 0505 8 850 G Ce 4 02 oSall e -
Ao 25 5 A e S a 480a 2396 (e Y) ALie Al oL

AP

Artinya: "Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa’id, dan Ibnu Hujr telah
membritahukan kepada kami, ketiganya berkata, Ismil-lbnu
Ja’far- telah mengabarkan kepada kami, dari Ai-Ala, dari
ayahnya, dari Abu Hurairah bahwasnnya Rasulullah Shallallahu
Alaihi wa Sallam bersabda, ““Jika seseorang telah meninggal dunia
maka terputusah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal:
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang
senantiasa mendoakannya.”

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

% Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemah, Jakarta: Lajnah Pentahsisan al-Quran, 2011,
him. 46.
% |bid., him. 63.
%" Wahbah al-Zuhaili, Figh al-Islami wa Adilatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid
10 terj him. 153-155.
% |mam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Terjemahan Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan
Fathoni Muhammad, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, him. 85.
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Artinya: "Dari Umar r.a berkata: Umar telah menguasai tanah di
Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi Saw, guna meminta
intruksi sehubungan tanah tersebut. la berkata: “Ya Rosulullah, aku
telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak
menyenanginya seperti padanya, apa yang kau perintahkan kepadaku
denganya?”” Beliau bersabda: ““jika kamu menginginkan, tahanlah
adinya dan sadagahkan hasilnya. Maka bersadagahlah umar, tanah
tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. la
mensadagahkanya pada orang orang fakir, budak budak, pejuang
dijalan Allah, ibnu sabil, dan tamu tamu. Tidak berdosa orang yang
mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang
ma’ruf dan memakanya tanpa maksud memperkaya diri.”’(Riwayah
al-Bukhari)

ltulah antara lain dari beberapa dalil yang menjadi dasar hukum
disyariatkannya wakaf dalam syariat 1slam. Kalau kita lihat dari beberapa
dalil tersebut, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi seorang muslim
merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah Swt melalui harta benda
yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna
kepentingan orang lain. Pengertian wakaf dapat juga diketahui dalam
istilah lain, yaitu menahan harta atau membekukan suatu benda yang kekal
dzatnya dan dapat diambil faedahnya guna dimanfaatkan di jalan kebaikan

oleh orang lain.*

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Syarat () secara etimologi berarti tanda® Sedangakan secara
terminologi adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum
syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya hukum pun
tidak ada® Keberadaan syarat sangat menentukan hukum syar’i dan

ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada diluar

2 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz 3, Beirut: Dar Fikr. tt, him. 196.

% shadiq, Kamus I stilah Agama, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991, him. 379.
3 A.W. Munawir, op.cit., him. 760.

% Nasrun Haroen, Ushul Figh I, Jakarta: Logos Publishing House, 1996, him. 263.



32

hukum syara’ itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sifat yang tergantung
keberadaan hukum padanya dan sifat itu yang termasuk ke dalam hukum itu
sendiri.*®

Oleh karena itu, syarat berada diluar hukum dan rukun berada di

dalam hukum itu sendiri. Dalam hal melaksanakan suatu perbuatan hukum,
harus memenuhi syarat dan rukun, termasuk dalam hal pelaksanaan wakaf.
Adapun rukun wakaf yang harus dipenuhi yaitu :

a. Waqif () /orang yang wewakafkan.

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah amalan tabarru’
(mendermakan harta benda untuk kebaikan). Oleh karenaitu, syarat waqif
adalah cakap melakukan tindakan tabarru’, artinya sehat akalnya, dalam
keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa dan telah mencapai umur
baligh serta rasyid (tidak terhalang untuk mendermakan harta) oleh
karenanya wakaf seseorang yang tidak memenuhi persyaratan diatas tidak
Sah.34

Pasal 215 ayat (2) KHI jo Pasal 1 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977
menyebutkan : “wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan
yang mewakafkan harta miliknya”. Syarat-syarat yang dikemukakan
adal ah sebagal berikut :

1) Badan-badan hukum di Indonesia dan orang atau orang-orang yang
telah dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum tidak dilarang
untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa
paksaan dari pihak lain dan dapat mewakafkan benda miliknya
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

3 1bid. him. 264
3 Wahbah al-Zuhaili, op. cit, him. 166.
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2) Dalam ha badan-badan hukum belaka, maka yang bertindak untuk
dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum
|slam.®

b. Mauquf Bih ( 4 <is8s« ) barang yang diwakafkan.

Sebagaian fugoha sepakat bahwa wakaf bersifat mal mutagawwim,
yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syariat. Benda wakaf harus
jelas batasannya, untuk menjamin kepastian hukum dan hak mustahiq
daam memanfaatkannya. Wakaf yang tidak jelas batasannya akan
mengakibatkan kesamaran, bahkan membuka peluang terjadinya
perselishan. Wakaf yang berada dalam penguasaan banyak orang tidak
sah diwakafkan. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 (1) menyatakan benda
wakaf adalah milik mutlak wakif. Pada pasal 217 (3) ditegaskan bahwa
benda wakaf harus bebas dari segaa pembebanan, ikatan, sitaan, dan
sengketa *®

Syarat yang harus ada dalam benda yang diwakafkan adalah:*’

1. Bendawakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang dan tidak dalam
sekali pakai.

2. Bendawakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.

3. Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna dan terbebas dari
segala pembebanan, ikatan, sitaan serta sengketa.

4. Benda wakaf itu tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau
dipergunakan selain wakaf.

Sedangkan, syarat-syarat benda wakaf menurut KHI, benda tersebut harus

merupakan benda milik yang bebas dari ikatan, sitaan dan sengketa (Pasal

217 ayat (3) KHI). Daam PP No.28 Tahun 1977, benda wakaf lebih

% Departemen Agama, op.cit., him 96.

% Achmad Arief Budiman, Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf, Semarang:
IAIN WAIlisongo, 2010, him. 19.

3 sayyid Sabig, op. cit., him. 537.
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ditekankan secara khusus kepada tanah, yang mana tanah tadi harus
merupakan tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, sitaan, ikatan dan
perkara (Pasal 4 PP No.28 Tahun 1977).
c. Maugquf ‘Alaih (4dls <8 sa)/ Tujuan Wakaf
Seorang wagqif seharunya menentukan tujuan untuk mewakafkan
harta benda miliknya. Apakah hartanya yang di wakafkan itu untuk
menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, ibn sabil dan lain-lain,
atau diwakafkanya untuk kepentingan umum. Yang utama adalah wakaf
itu diperuntukkan pada kepentingan umum. Yang jelas, syarat dari tujuan
wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan
diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah murni seperti
magjid, mushalla, pesantren dan juga berbentuk sosial keagamaan
lainnya, yang lebih besar manfaatnya *®
Oleh sebab itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan
maksiat atau membantu, mendukung, atau yang dimungkinkan
diperuntukkan untuk tujuan maksiat. Dalam Ensiklopedi figih Umar
disebutkan, menyerahkan kepada seorang yang tidak jelas identitasnya
adalah tidak sah. Sehubungan dengan itu boleh saja seorang waqif tidak
secara terang-terangan menegaskan tujuan wakafnya, apabila wakafnya
itu diserahkan kepada suatu badan hukum yang jelas usahanya untuk
kepentingan umum.*
Untuk lebih kongkritnya, tujuan wakaf adalah sebagai berikut:
1. Untuk mencari keridhaan Allah. Termasuk didalamnya segala
macam kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan islam, dan

sebagainya. Karenaitu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya,

¥  Ahmad Rofig, Hukum Perdata Isam Di Indonesia, Jakartaa PT Raa
GrafindoPersada,2013, him. 39.
¥ 1bid., him. 399.
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untuk kepentingan maksiat, atau keperluan yang bertentangan
dengan agama islam, seperti untuk mendirikan rumah ibadah agama
lain. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola dalam usaha yang
bertentangan dengan agama islam, seperti untuk industri minuman
keras, ternak babi dan sebagainya.

2. Untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin,
orang orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak
yatim dan sebagainya. Untuk menghindari penyalagunaan wakaf,
maka wagif perlu menegaskan tujuan wakafnya, Apakah harta yang
diwakafkan itu unuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf
keluarga (waqif ahly) atau wakaf khairy yang jelas tujuannya adalah
untuk kebaikan mencari keridhoan Allah dan untuk mendekatkan
diri kepadanya. Dan kegunaan wakaf bias untuk sarana ibadah
murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih
besar manfaatnya.*’

d. Shighat (4ixa )Pernyataan waqif

Shighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan
dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami
maksudnya. Pernyataan wakaf yang menggunakan tulisan atau dengan
lisan dapat dipergunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa sgja,
sedangkan pernyataan wakaf yang menggunakan isyarat hanya dapat
digunakan untuk orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara
tulisan atau lisan.™*
Para fugaha’ telah menetapkan syarat-syarat shighat (ikrar), sebagai

berikut :

0 Ahmad Rofiq, Figh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial,

Y ogyakarta: Pusat Pelgjar, 2004, him 323.
“'Abdul Ghafur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar
Media, 2005, him 27.
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1) Shighat harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat
kekal (ta’bid). Untuk itu wakaf yang dibatasi waktunya tidak sah.
Lain hanya mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan ta’bid
sebagai syarat sah wakaf

2) Shighat harus mengandung arti yang tegas dan tunai

3) Shighat harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf
tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih.

4) Shighat tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan,

seperti mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat.*?

Ada perbedaan pendapat antara Ulama’ Madzhab dalam menentukan

syarat sighat (lafadz). Syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab sga

menurut ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali. Namun, menurut ulama

Madzhab Syafi’i dan Maliki, dalam akad wakaf harus adaijab dan kabul, jika

wakaf ditujukkan kepada pihak/ orang tertentu.*

Sedangkan did

alam KHI Pasal 223 menyatakan bahwa:

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar

wakaf.

2. Is

3. Pd

dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

aksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap

sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

Saksi.

4. Daam melakukan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang

mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pegabat yang tersebut

dal

am pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :

him.190.

2 Wahbah Zuhaili, op.cit., hlm.196
*3 Abdul Aziz Dahlan, Ensi klopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Intermasa, 2003, cet 6,
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a. Tandabukti pemilikan harta benda,

b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka haru
sdisertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh
Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak
dimaksud.

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda
tidak bergerak yang bersangkutan.*

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

wakaf menjelaskan bahwa:

1.

2.

Ikrar wakaf dituangkan dalam aktaikrar wakaf.

Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit
memuat :

a) Namadan identitas waqif;

b) Namadan identitas nadzir;

c) Datadan keterangan harta benda wakaf;

d) Peruntukan harta benda wakaf, dan

e) Jangkawaktu wakaf.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana
dimaksudkan padaayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

tentang wakaf Pasal 32 menyatakan bahwa:

1.

Waqif menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW dalam

Majelis Ikrar Wakaf sebagiamana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

“ Kompilasi Hukum |slam Pasal 233.
> Undang-Undang No 21 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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2. lkrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf
alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nadzir untuk kepentingan
Mauquf aaih.

3. lkrar wakaf yang dilaksanakan oleh Waqif dan diterima oleh Nadzir
dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.

4. AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :

a.  Namadan identitas Waqif;

b. Namadan identitas Nadzir;

c. Namadan identitas Saksi;

d. Datadan keterangan harta benda wakaf;
e. Peruntukan harta benda wakaf; dan

f.  Jangkawaktu wakaf.

5. Daam ha Waqif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan
identitas Wagjif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang
dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi
badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
masing-masing.

6. Dalam ha Nadzir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan
identitas Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang
dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus
organisas atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar masing-masing.*

e. Nazhir Wakaf ( ) / Pengelola Wakaf
Pada umumnya, di dalam kitab-kitab figh tidak disebutkan nazhir
wakaf sebagal salah satu rukun wakaf. Hal ini dapat dimengerti karena

wakaf merupakan ibadah tabarru’. Namun demikian, memperhatikan

“6 PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
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tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka
kehadirannya sangat diperlukan.*’

Pada dasarnya siapapun dapat sgja menjadi nazhir asalkan ia tidak
terhalang melakukan tindakan hukum. Akan tetapi karena fungsi nazhir
sangat penting dalam perwakafan maka diberlakukan syarat-syarat
nazhir.

Para Imam mazhab sepakat bahwa nazhir harus memenuhi syarat
adil dan mampu.”® Sedangkan menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya
“Hukum Islam Di Indonesia” bahwa seorang nazhir harus memiliki
Kreativitas (za ra’y). Ha ini didasarkan pada perbuatan Umar menunjuk
Hafsah menjadi nazhir karenaia dianggap mempunyai krativitas.*®

Adapun persyaratan untuk menjadi seorang nazhir berdasarkan
Undang-Undang No.41 Tahun 2004 haruslah memenuhi syarat sebagai
berikut:

a) Warganegaralndonesia.
b) Beragamalslam.
c¢) Dewasa.
d) Amanah.
€) Mampu secarajasmani dan rohani.
f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.>
B. Peran dan Tugas Nazhir Dalam Per spektif Figh dan Undang-Undang
o o 58 0 ey ey ) o g S

M alie B spgaad Y ¢ Bl Jo o8ty Jped hisy

" Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998, him. 399.
“8 Said Agil Husain Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta: Penamadani,

2004, him. 161.

9 Ahmad Rofiq, op.cit., him. 400.

0 Departemen Agama RI, Undang-Undang wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang
Pelaksanaanya, Jakarta, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral
Bimbingan Masyarakat 1slam, 2007, him. 8.
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Dalam Figh, menurut Imam Tagiyuddin Abu Bakar dalam kitab
Kifayatul Akhyar beliau menjelaskan bahwa tugas atau peran nazhir jika
dipasrahi semua hal, maka tugasnya adalah memakmurkan, merawat dan
pengumpulan hasil dan pembagiannya pada penerima yang berhak serta

pelestarian aset dengan hati-hati.

Kewgjiban nazhir daam Hukum Isam, adalah mengelola,
mengawasi, merawat dan menjaga, Apabila seseorang telah ditunjuk menjadi
nazhir, maka ia boleh menyewakan dan/atau mengembangkan benda harta

wakaf serta membagi-bagikan hasilnya kepada para penerima wakaf.

Untuk merealisasikan dan merepresentasi tujuan wakaf, pemerintah
telah memberikan payung hukum di bidang perwakafan ini dengan instrumen
Undang-Undang yaitu UU No. 41 Tahun 2004, yang didalamnya lebih
menegaskan kedudukan nadzir dalam perwakafan dan adanya batasan
imbalan nadzir dalam mengelola harta wakaf. Selama ini belum jelas batasan
imbalan bagi para nadzir balk dadam PP No. 28 Tahun 1977 tentang
perwakafan tanah milik dan Kompilas Hukum Islam yang berdasarkan atas

penetapan dari Mg elis Ulama dan Kepala Kantor Urusan Agama.

Dalam Kompilas Hukum Islam pasal 220 menyatakan yang menjadi
kewajiban dan hak-hak nazhir adalah: >

1. Nazhir berkewgjiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas
kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesual
dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri

Agama.

Daam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 tahun 2004 nadzr adalah

pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan

>! |mam Tagiyuddin Abu Bakar , Kifayatul Akhyar, Maktabah Syamilah , him. 187
>2 Kompilasi Hukum Islam pasal 220 , Kewajiban Dan Hak-Hak Nazhir
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dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu nazhir juga salah satu unsur
terpenting setelah wakif, disamping harus adanya unsur harta benda wakaf, ikrar
wakaf, peruntukan hata benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Pentingnya kedudukan nadzir dalam proses perwakafan disebabkan harta
benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang
dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi
terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan
nazhir atas harta benda wakaf, bahkan pergantian nazhir tidak mengakibatkan
peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut mempertegas bahwa nazhir merpunyai peranan
penting dalam wakaf. Bila tidak adanya nazhir maka tidak akan ada harta
benda yang diwakafkan. Lebih jelas nazhir perseorangan diatur dalam Pasal 4
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang

pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, yang menyatakan:
TUGAS DAN KEWAJBAN NADZIR

Sesuai dengan UU wakaf No. 41 tahun 2004, seorang nazhir, baik perseorangan,
organisasi atau badan hukum memiliki beberapa tugas sebagai berikut:>
1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

2. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan
tujuan, fungsi peruntukannya.

3. Mengawas dan melindungi harta benda wakaf

4. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh

kembangkan harta wakaf dimaksud. Pada intinya, baik nadzir perseorangan,

organisasi ataupun badan hukum memiliki kewagjiban yang sama, yaitu

% Departemen Agama RI, Undang-Undang wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang
Pelaksanaanya, Jakarta, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam, 2007, him. 14
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memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta

wakaf sesual dengan tujuannya.

Daam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagal seorang nadzir yang
begitu berat, maka seorang nadzir yang begitu berat, maka hendaknya

memiliki beberapa kemampuan, diantaranya:>*

1. Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer,

mendesain ruangan dan lainnya.

2. Keahlian berkomunikas dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya
kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf.
3. Keahlian konseptua dalam rangka memeneg dan memproduktifkan harta

wakaf .

4. Tegas dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir

secara matang
5. Keahlian dalam mengelola waktu

6. Termasuk didalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko,
antusias, dan percayadiri.

Nadzir sebagai pengelola harta wakaf, juga berhak mempekerjakan seseorang atau
lebih dalam rangka menjaga, memelihara, dan menumbuhkembangkan harta
wakaf. Nadzir juga memiliki kewajiban untuk membagikan hasil dari harta
wakaf tersebut kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan
peruntukannya.

C. Hal-Hal yang Terkait dengan Ketentuan Wakaf Tanah.
1. Aturan-aturan mengenai tanah wakaf.

Wakaf telah mengakar dan menjadi tradis umat Islam di dunia. Di

>* http://bwikotamalang.com/hak-dan-kewajiban-nadzir
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Indonesia, wakaf telah dikenal oleh masyarakat sejak agama |slam masuk
ke Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi
penunjang utama perkembangan masyarakat. Hampir semua tempat
ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya
dibangun di atas tanah wakaf.>®

Wakaf adalah salah satu lembaga yang mendapat pengaturan secara
khusus dalam perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Perangkat peraturan yang mengatur masalah wakaf adalah Undang-
Undang No 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun
2006 tentang pelaksanaanya, Kompilas Hukum Islam (KHI). Sedangkan
mengenai perwakafan tanah milik diatur dalam Peraturan Pemerintah No.
28 Tahun 1977. Dengan demikian wakaf merupakan salah satu lembaga
hukum Islam yang secara konkrit berhubungan erat dengan peraturan
yang berlaku di Indonesia.*®

Pengaturan mengenai persoalan perwakafan tanah dan tanah wakaf di
Indonesia adalah termasuk dalam bidang apa yang dinamakan dengan
hukum agraria (agrarian law) yaitu sebagai perangkat peraturan yang
mengatur tentang bagai mana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan
ruang angkasa Indonesia untuk kesgahteraan bersama seluruh rakyat
Indonesia, bagaimana hubungan hukum antara orang dengan bumi, air
dan ruang angkasa serta hubungan antara orang dengan orang yang
berkenaan dengan bumi air dan ruang angkasa tersebut.>’

Supaya memantapkan kedudukan wakaf dan untuk menghindari hal-
hal yang dapat merugikan masyarakat serta mencegah jangan sampai

terjadi penyalahgunaan wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan

*® said Agil Husain Al-Munawar, op.cit., him.126.
*® | bid., him. 123-124
> Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf Di
Indonasia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990, him. 18.
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perundang-undangan yang mengatur perwakafan.® Antara lain dapat
dilihat pada Pasa 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Undang-Undang Pokok Agraria pada ayat (3) disebutkan secara tegas.
Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan
pemerintah.>

Sebagai pelaksana dari pasal tersebut dikeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan
Peraturan Pelaksanaanya seperti peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun
1978 di jelaskan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf.
Maksud dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977 adalah untuk
memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta
pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Berbagai penyimpangan
dan sengketa wakaf dengan demikian dapat dikurangi.*

Kemudian Adanya Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun
1991 berisi perintah kepada Menteri Agama Rl dalam rangka
penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum perwakafan
sebagai mana tercantum dalam buku 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di
Indonesia pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah
diatur oleh perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam
beberapa hal, Hukum Perwakafan dalam Kompilast Hukum Islam (KHI)
tersebut merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan
perwakafan sesuai dengan hukum Islam.®

Dari beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang

8 Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan
Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Sodagoh, Bandung: Mandar Maju,

1997, him. 68.
% Undang -Undang Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, him. 19.
€ Bahder Johan Nasution dan Sri warjiati, op.cit., hlm. 69.
. Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif
Setrategis Di Indonesia, Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral
Bimbingan Masyarakat 1slam, 2006, him. 27.
%2 Ibid,. him. 28.
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telah ada seperti UU No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok
Agraria, PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik,
peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978, Inpres Rl No. 1 Tahun
1991 Tentang Kompilass Hukum Isam (KHI) ternyata belum
menberikan dampak perbaikan sosial yang berarti bagi kesejahteraan
ekonomi masyarakat. Karena memang pengelolaan dan pengembangan
wakaf masih berkisar pada perwakafan tanah dan belum menyentuh pada
aspek pemberdayaan ekonomi umat yang melibatkan banyak pihak.
Sehingga perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan
karena kendala formil dan juga diperparah oleh kebanyakan nazhir wakaf
yang kurang atau tidak professional dalam pengelolaan wakaf %

Oleh sebab itu pemerintah mengambil langkah baru dengan
mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pel aksanaannya untuk
mendorong, memfasilitasi pemberdayaan wakaf secara
berkesinambungan dan mengurangi tentang pemahaman yang
komperhensif dan pola manajemen modern pemberdayaan potensi wakaf
yang ada dalam rangka memberdayakan wakaf secara produktif.®*

2. Pengelolaan dan Perlindungan Tanah Wakaf.

Semangat pengelolaan wakaf secara professional produktif tersebut
semata-mata untuk kepentingan, kesegjahteraan umat manusia, khususnya
muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam kriteria tertinggal,
baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial

lainnya.

63 Departemen Agama RI, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf, Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral
Bimbingan Masyarakat 1slam, 2006, him. 42-43.
% Departemen Agama RI, Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Tentang Pelaksanaanya,
Jakarta: Sambutan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat |slam, 2007,him. 49.
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Secara konseptual I1slam mengena lembaga wakaf sebagai sumber
aset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Di negara-negara
muslim di Timur Tengah wakaf telah diatur sedimikian rupa sehingga
mempunyai peran yang sangat segnifikan dalam rangka mensejahterakan
kehidupan masyarakat. Sedangkan di Indonesia, Pengelolaan dan
pendayagunaan harta wakaf (produktif) masih jauh ketinggalan
dibandingkan dengan negara-negaramuslim lain.®

Departemen Agama berusaha mengembangkan wakaf yang tidak
hanya pada aspek pemikiran, tapi juga berusaha membuat inovasi atau
langkah trobosan dalam mengelola harta wakaf, agar wakaf semakin
dirasakan manfaatnya secara luas. Salah satu langkah yang ditempuh
Depag RI adalah mengidentifikas data secara nasional mengenai potensi
wakaf produktif dan strategis sebagai pilot proyek percontohan
pemberdayaan tanah wakaf serta mencoba mengembangkan lembaga
sosial keagamaan itu (lembaga wakaf) menjadi lembaga wakaf yang
handal dan terpercaya dalam pengelolaannya.®

Pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf secara produktif
pengamanan atau perlindungan dalam bidang peruntukan dan
pengembangannya harus juga dilakukan, sehingga antara perlindungan
hukum dengan aspek hakikat tanah wakaf yang memiliki tujuan sosia
menemukan fungsinya® Untuk mengelola, memberdayakan dan
perlindungan tanah wakaf diperlukan setrategi riil agar bagaimana tanah-
tanah wakaf yang begitu banyak hampir di seluruh propins di Indonesia

dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

% Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta:
Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 1slam, 2006, him.
81.

= Ibid., him. 82.
Ibid., him. 85.
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banyak. Setrategi riil dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf
produktif adalah dengan kemitraan. Lembaga nazhir harus menjalin
kemitraan usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai modal dan
ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah yang ada. Jalinan
kerjasamaini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang
dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut.®®

Selain itu manajemen dalam pengel olaan wakaf juga merupakan salah
satu aspek penting dalam pengembangan pradigma baru wakaf di
Indonesia.  Untuk meningkatkan dan mengembangkan  aspek
kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem
manajemen pengelolaan yang diterapkan.®

Sebagal salah satu elemen penting dalam mengembangkan pradigma
baru wakaf, sistem mangemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan
lebih professional dan modern. Disebut professional dan modern itu bisa
dilihat dari pada aspek-aspek pengel olaan:
a. Kelembagaan

Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif, yang pertama

harus dilakukan adalah perlunya pembetukan suatu badan atau

lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional

seperti Badan Wakaf Nasiona (BWI). Yang diberi tugas

mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat

berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. BWI secara

organisatoris harus bersifat independent, di mana pemerintah dalam

hal ini sebagai fasilitator, regulator, motifator dan pengawasan. Dan

o8 Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif

Srategis Di Indonesia, Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral
Bimbingan Masyarakat 1slam, 2006, him. 121-122.

69 Departemen Agama RI, Pradigma Baru Wakaf Di Indonesia, Jakarta: Direktorat
\]]-%r%dral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 1slam, 2006, him.
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tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf yang ada di
Indonesia sehingga dapat memeberdayakan ekonomi umat. "

b. Pengelolaan Profesional.
Standar oprasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis
kebijakan dalam mengel ola wakaf agar menghasilkan suatu yang lebih
bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam istilah
mangemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan
profesonal adalah proses-proses pengambilan keputusan yang
berkenaan dengan fungsi oprasi. Pengelolaan oprasional ini sangat
penting dan menentukan berhasil dan tidaknya mangemen
pengel ol aan secara umum.”

c. Kehumasan.
kehumasan (partnership) dianggap menempati posisi penting untuk
mengelola benda-benda wakaf. fungsi kehumasan itu sendiri
dimaksudkan untuk memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya
berorientasi pada pahala oiriented, tapi juga memberikan bukti bahwa
garan Idam sangat menonjolkan aspek kesgahteraan bagi umat

manusia lain khususnya bagi kalangan kurang mampu.”?

O Ibid., him. 106-107.
" bid., him. 108.
2 1bid., him. 111.
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BAB 111
GAMBARAN UMUM DAN PROBLEMATIKA NAZHIR DALAM

PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF

A. Gambaran Umum Desa Sengon K ecamatan Subah Kabupaten Batang
Lokas daerah yang digunakan untuk penelitian dan penulisan skripsi
ini adalah Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang, Provins Jawa
Tengah. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui adalah
kondisi geografis, pendidikan, keadaan sosial ekonominya dan keagamaan.
1. Letak Geografis
Desa Sengon merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan
Subah Kabupaten Batang. Luas Desa Sengon Kecamatan Subah
Kabupaten Batang seluas 787.52 Ha. Letak Desa Sengon ini bersebelahan
dengan desa lain dengan batas-batas sebagai berikut:”
a. Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jol osekti
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Clapar
d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Adinuso
2. Kondisi Demogr afis
a Kondisi Penduduk
Sesuai dengan data monografi Desa Sengon per tahun dapat
diketahui bahwa jumlah pendduduk yang ada di Desa Sengon
Kecamatan Subah, Kabupaten Batang tercatat sebanyak 8405 orang
dengan perincian jenis kelamin, Sebagai berikut:™

Tabel 1

" Monografi Desa Sengon Tahun 2018
" Monografi Desa Sengon Tahun 2018
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Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin

No | JenisKelamin Keterangan
1 Laki-laki 4403 Orang
2 Perempuan 4002 Orang
Jumlah 8405 Orang

Berdasarkan tabel di atas dapat dismpulkan jumlah
penduduk Desa Sengon antara laki-laki dan perempuan jumlahnya
hampir sama, yaitu kaum laki-laki 4403 orang, dan kaum
perempuan 4002 orang, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak
8405 orang.”

Kemudian jumlah penduduk berdasarkan usia dibagi
menjadi dua kelompok yaitu meliputi kelompok pendidikan dan
kelompok Tenaga kerja, adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Tingkat Lulusan Pendidikan Umum

No | Tingkatan pendidikan L aki-laki Perempuan
1 Tamat D-1/sedergjat 13 Orang 8 Orang

2 Tamat S-1/sedergjat 36 Orang 44 Orang

3 Tamat S-2/sedergjat 1 Orang 0 Orang

4 Tamat SD/sedergjat 1727 Orang 1641 Orang
5 Tamat SMA/sedergjat 250 Orang 251 Orang
6 Tamat SMP/sedergjat 4010rang 541 Orang
7 Usia 18-56 tahun tidak | 619 orang 514 Orang

> Monografi Desa Sengon Tahun 2018
® Monografi Desa Sengon Tahun 2018



51

tamat SD

Usia4- 8 sedang sekolah

1120 orang

1130 Orang

Jumlah total

Orang 8296

Berdasarkan tabel di

atas jumlah penduduk menurut

kelompok usia pendidikan banyak dihuni oleh mereka yang usia 10

-18 tahun, yang usia tersebut adalah usia tingkat sekolag dasar

sampe dengan SLTA.

Tabel 3

Tingkat pekerjaan

No | Jenispekerjaan L aki-laki Perempuan

1 Belum bekerja 1137 Orang | 967 orang

2 Bidan swasta 0 Orang 3 orang

3 Buruh tani 570 Orang 167 orang

4 Ibu rumah tangga | 3 Orang 1389 orang

5 Pelgjar 711 Orang 5160rang

8 Wiraswasta 82 Orang 45 orang

9 PNS 18 Orang 6 orang

11 Karyawan swasta | 82 Orang 45 orang

12 Nelayan 5 Orang Orang

13 Peternak 1 Orang Orang

18 Tukang kayu 12 orang 0 orang
Jumlah total 5294 orang

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa penduduk Desa

Sengon mayoritas adalah belum bekerja dengan 1137 laki-laki dan
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967 perempuan, disusul pelgar dengan 711 laki-laki dan 516

perempuan, kemudian yang ketiga adalah petani dengan 570 laki-

laki dan 167 perempuan.

b. Kondis Keagamaan

Setiap manusia memiliki hak untuk memilih masing-masing

agama yang menjadi pedoman dalam kehidupannya. Dengan

adanya enam agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Hindu,

Protestan, Katolik, Budha dan Konghucu. Namun hanya terdapat

dua agama yang di yakini oleh masyarakat Desa Sengon. Adapun

jumlah penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat

dalam tabel dibawah ini: 7’

Tabel 4

Berdasarkan Pemeluk Agama

No | Agama L aki-laki Perempuan
1 Islam 4398 Orang | 3997 orang
2 Kristen 4 orang 3 orang

3 Khatolik - 1

4 Hindu - -

5 Budha - -

6 Kepercayaan 4 1

Jumlah 8405

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya terdapat tiga

agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sengon tersebut, yaitu

" Monografi Desa Sengon

Tahun 2018
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agama |slam dengan jumlah 8395 orang dan Kristen dengan jumlah
7 orang dan katholik 1.
B. Struktur Organisasi Kelurahan Desa Sengon
Adapun daftar perangkat Desa Sengon berdasarkan buku monografi

Desa Sengon Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 5

Daftar Struktur Organisasi Kelurahan

No | Jabatan Nama

1 KepalaDesa H. Yaroni

2 Sekretaris Desa Abdul Rouf
3 Kaur Keuangan Sukartono

4 Kaur Pemerintah dan Umum Rohmad Kubro
5 Kaur Pembangunan dan Kersa Dul Alim

10 | Kadusl Alimin

11 Kadus 2 Afrianto

12 Kadus 3 Ali Yusron
13 | Kadus4 Slamet Japar
14 | Kadus5 Muhtadin

15 | Kadus6 Khumaedi
16 | Kas kesgahteraan Suwarsih




17 Kasl Pelayanan

Wasmani

C. Aset Tanah Wakaf Di Desa Sengon

54

Aset tanah wakaf yang berada di desa Sengon ini terbilang sangat

banyak, pasanya dalam satu wilayah aset tanah tersebut bermacam macam

kegunaanya, tanah wakaf berbentuk tempat ibadah seperti mushola, masjid

dan pendidikan madrasah, hal inilah yang menjadikan wilayah tersebut

sanggat banyak tanah wakaf yang berbagai bentuk pengelolaanya.

Dari data yang di peroleh penulis dari lapangan tercatat ada 23 tanah

wakaf yang berbeda-beda peruntukanya, oleh karena itu penulis akan

memaparkan 23 aset tanah wakaf yang ada di Desa Sengon K ecamatan Subah

Kabupaten Batang.

Tabel 6

Daftar Tanah Wakaf

No | No Sertifikat | No Aktalkrar Nadzir Keperluan

1 |1 k.07/BA.03;/0520 | H. Abdul Wahab | Madrasah
03

2 |3 K.07/BA.03;/07/2 | H. Abdul Wahab | Mushola
003

3 |2 K.07/BA.03;/06/3 | H. Abdul Wahab | Masjid
003

4 | 256 MK.15/Kot/219/1 | H. Abdul Wahab | Mushola
989

5 |86 0VYMK/275/X11/1 | H. Abdul Wahab | Magjid
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989

6 |258 MK.15/K07/236/ . Abdul Wahab | Magjid
1990

7 | 254 MK.15/K07/236/ . Abdul Wahab | Madrasah
1983

8 | 488 1/3/6/1990 . Abdul Wahab | Mushola

9 |487 MK.15/W2/76/V | . Abdul Wahab | Mushola
/1990

10 | 489 1/3-6/1990 . Abdul Wahab | Magjid

11 | 492 58/3-6/1990 . Abdul Wahab | Mushola

12 | 491 [11/3-6/1990 . Abdul Wahab | Mushola

13 | 493 W2/K07/178/199 . Abdul Wahab | Musola
1

14 | 490 W2/K07/179/VI1/1 | H. Abdul Wahab | Makam
990

15 | 494 7V 1/1990 . Abdul Wahab | Muhola

16 | 495 W2/K07/180/V 11/ . Abdul Wahab | Mushola
1990

17 | 500 W2/163/X/1992 . Abdul Wahab | Mushola

18 | 501 W2/166/X/1992 . Abdul Wahab | Mushola

19 | 497 W2/144/\V/11/1992 . Abdul Wahab | Mushola

20 | 508 W2/165/X/1992 . Abdul Wahab | Mushola
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21 | 507 W2/175/X1/1993 | H. Abdul Wahab | Mushola

22 | ProsesBPN | KOL/W2/BA.03.2 | H.Choerudin Mushola
/2014

23 | ProsesBPN | KOL/W2/BA.03.2 | H.Choerudin Mushola
13/2014

Dari tabel di atas menerangkan bahwa tanah wakaf yang ada di Desa
Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang dari 23 tanah wakaf ada 2 yang
belum bersertipikat yaitu nomer 22 dan 23. Kemudian berdasarkan penemuan
penulis di lapangan dari 23 tanah wakaf tersebut sertifikat diantaranya
dipegang oleh orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan wakaf
kemudian sisanya dipegang oleh H. Choerudin selaku nazhir baru di desa
tersebut, hal inilah yang menjadikan bahwa perlindungan aset tanah wakaf
tersebut sangat rawan sekali terhadap hal -hal buruk yang kemungkinan
terjadi.

. Problematika Peran Nazhir dalam penyertifikatan Tanah Wakaf Yang
Ada Di Desa Sengon K ecamatan subah Kabupaten Batang.

Melindungan harta wakaf adalah sesuatu hal yang wajid bagi pihak
pengelola untuk mengelola wakaf tersebut dan menjaga dari problematika
problematika yang mungkin terjadi, begitu pula dengan perlindungan yang
dilakukan oleh nazhir di daerah Desa Sengon Kecamatan Subah Kabupaten
Batang. Di dalam perlindungannya sangat berbeda dengan yang lain, Bahkan
banyak kecenderungan pada hal hal yang mungkin bisa membuat harta wakaf
tersebut hilang, pasalnya dalam perlindunganya pun banyak terjadi
ketidaksesuian apa yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam melindungi

aset wakaf di Desa Sengon Kecamtan Subah K abupaten Batang.
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1. Problematika Proses Sertifikasi Tanah Wakaf

Problematika dalam perlindungan tanah wakaf yang ada di Desa
Sengon Kabupaten Batang memang menjadi sesuatu bahasan yang
menarik untuk diteliti dalam hal perlindungan harta wakafnya seperti
melegalkan tanah wakaf tersebut supaya mempunya kekuatan hukum
dengan cara mensertifikatkan tanah wakaf tersebut. Namun problematika
menarik terjadi di Desa Sengon bahwasanya ada 2 aset tanah wakaf yang
sampai sekarang masih tercatat di data Direktori tanah wakaf di
Kecamatan Subah statusnya proses Badan Pertanahan Nasional (BPN)
belum bersertifikat resmi, dalam hal ini tercatat bahwa dari tahun 2014
nomer Akta lkrar Wakaf (AIW) itu dicatatkan akan tetapi sampai
sekarang belum keluar sertifikat tersebut.

Ketika di konfirmasi kepada pihak pengelola, justru tidak tahu soal
proses sertifikat tersebut, dan ternyata sampai sekarang tercatat sudah 5
tahun berlalu sgjak tahun 2014 belum ada tindakan serius yang dilakukan
oleh pengelola harta wakaf yang terletak di Desa Sengon tersebut.

2. Perlindungan Sertifikat

Perlindungan sertifikat yang dilakukan oleh pihak pengelola di Desa
Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang sangatlah berbeda dengan
apa yang dilakukan oleh pengelola lainya, hal inilah yang menimbulkan
banyak problematika yang ada di dalam perlindungan aset wakaf tersebut
tegolong sangat fatal, tercatat bahwa tanah wakaf yang berada di Desa
Sengon berjumlah 23 aset tanah wakaf 2 di antaranya masih proses BPN
sesuai dengan penjelasan penulis di atas, dan sertifikat tanah wakaf lainya
juga mengalami problematika, karena dalam hal perlindungan sertifikat
tanah wakaf sendiri tidak dibawa oleh pihak yang bersangkutan yaitu

nazhir pengelola akan tetapi justru sertifikat tersebut dibawa orang lain
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yang tidak ada sangkut pautnya dengan pengelola’®, dan tidak mempunyai
kepentingan sama sekali dalam pengelolaan harta wakaf tersebut, Hal
inilah yang menjadikan perlindungan aset wakaf yang ada di Desa
Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang, sangat rawan dan
kemungkinan terjadi penyal ahgunakan hak bahkan bisa sampai terjadinya
perpindahan hak tanah wakat tersebut.

Data yang penulis dapatkan dari 2 problematika tersebut dalam
melindungi dan mensertifikatkan tanah wakaf yang ada di Desa Sengon
Kecamatan Subah Kabupaten Batang, sangatlah tidak sesuai dengan
aturan-aturan yang ada dalam undang undang, khususnya UU No. 41

tahun 2004 tentang wakaf, °

8 Wawancara dengan bapak H. Choirudin pada tanggal 2 mei 2019
" Wawancara dengan bapak Abdul Rouf selaku sekretaris nazhir
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BAB IV
ANALISISPROBLEMATIKA PERAN NAZHIR DALAM

PENYERTIFIKATAN TANAH WAKAF

A. Analisis Problematika Peran Nazhir dalam Penyertifikatan Tanah
Wakaf di Desa Sengon K ecamatan Subah Kabupaten Batang

Suatu keberhasilan dalam pengelolaan harta wakaf, tentunya tidak
lepas dari peran seorang nazhir/ pengelola harta wakaf tersebut, seorang
nazhir akan mengelola dan menjaga tanah wakaf tersebut supaya tidak ada
rusak atau tidak hilang. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh pihak
pengelola tanah wakaf yang berada di Desa Sengon Kecamatan Subah
Kabupaten Batang.

Perlindungan harta wakaf yang dikelola nazhir dalam perran
penyertifikatan tanah wakaf di desa tersebut tergolong sangat kontroversial
dalam hal melindungi aset tanah wakaf tersebut. Model peran perlindungan
yang seharusnya dijalankan oleh seorang pengelola dalam menjaga tanah
wakaf tersebut sangat berbeda dengan apa yang ada dalam peraturan yang
berlaku sehingga hal Inilah yang menimbulkan banyak problematika
problematika yang ada di dalam perlindungan aset wakaf tersebut tegolong
sangat fatal.

Kurangnya Perlindungan Terhadap Sertifikat Tanah Wakaf

Peran perlindungan harta wakaf yang berada di Desa Sengon
Kecamatan Subah Kabupaten Batang ini sertifikat tanah wakaf sendiri tidak
di bawa oleh pihak yang bersangkutan yaitu nazhir pengelola akan tetapi

justru sertivikat tersebut di serahkan pada orang lain yang tidak ada sangkut
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pautnya dengan pengelola,® dan tidak mempunyai kepentingan sama sekali
dalam pengelolaan harta wakaf tersebut, Hal inilah yang menjadikan
perlindungan aset wakaf yang ada di Desa Sengon Kecamatan Subah
Kabupaten Batang sangat rawan sekali dalam hal perlindunganya kususnya
daam melindungi sertivikat. Dari data yang penulis dapatkan dalam
melindungi tanah wakaf yang ada di Desa Sengon Kecamatan Subah
Kabupaten Batang, sangatlah tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam
undang undang khususnya UU no 41 tahun 2004 tentang perwakafan, dalam
Pasal 11 Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004:
Nazhir mempunyai tugas :
a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
fungsi, dan peruntukannya

c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.®

Pada pasal 11 di atas telah jelas menerangkan bahwa tugas nazhir
sebagal pengelola tidak hanya mengelola dan mengembangkan harta wakaf.
Tapi, tugas nazhir juga sebagai pengawas untuk melindungi aset wakaf.
Untuk itu, dalam penelitian ini penulis berpendapat bahwa nazhir sebagai
pihak yang bertanggung jawab harus melakukan tugasnya sesuai dengan apa
yang telah ditetapkan oleh undang-undang wakaf yang berlaku.

Bahkan banyak kecenderungan pada hal-hal yang mungkin bisa
membuat harta wakaf tersebut tidak terurus, pasalnya dalam perlindungannya
pun banyak terjadi praktik yang kurang sesuai dengan apa yang dilakukan

oleh pihak pengelola dadam melindungi aset wakaf di Desa Sengon

8 Wawancara dengan H,Choerudin padatanggal 3 mei jam 14.00
8 Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004, pasal 11.
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Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Dalam hal ini dengan kelalaian yang
dilakukan oleh pihak pengelola dalam hal melidungi sertifikat tanah akan
berdampak hilangnya harta wakaf tersebut.

Tidak hanya mengenai soa siapa yang membawa sertifikat saja yang
menjadi problematika dalam melindungi harta wakaf yang di utarakan penulis
di atas, akan tetapi problematika lain juga terjadi dalam pensertifikatan harta
wakaf yang dilakukan oleh nazhir yaitu dalam pensertifikatanya mengal ami
permasalahan yang sampai sekarang, tercatat bahwa dari tahun 2014 ada 2
dua tanah wakaf belum bersertivikat, ketika di konfirmasi ternyata pihak
pengelola tidak tau menahu soa tanah wakaf yang sudah di daftarkan tapi
masih dalam proses BPN, dalam hal inipun pihak KUA selaku pegawai
pencatat akta ikrar wakaf pun tidak tahu soal sudah atau tidaknya 2 tanah
wakaf yang dalam proses BPN tersebut bisa di katakan bahwa pensertifikatan
2 tanah wakaf tersebut itu ilegal sehingga berdampak pada sertifikat yang

tidak selesai selesai,® berikut adalah data dari tanah wkaf yang berada di

Desa Sengon.
Daftar Tanah Wakaf

No | No Sertipikat | No Aktalkrar Nadzir Keperluan

1 |1 k.07/BA.03;/0520 | H. Abdul Wahab | Madrasah
03

2 |3 K.07/BA.03;/07/2 | H. Abdul Wahab | Mushola
003

3 |2 K.07/BA.03;/06/3 | H. Abdul Wahab | Magjid
003

8 Wawancara dengan H,Choerudin padatanggal 3 mei jam 14.30



62

4 | 256 MK.15/Kot/219/1 . Abdul Wahab | Mushola
989

5 |86 OL/MK/275/X11/1 . Abdul Wahab | Magjid
989

6 |258 MK.15/K07/236/ . Abdul Wahab | Magjid
1990

7 | 254 MK .15/K07/236/ . Abdul Wahab | Madrasah
1983

8 | 488 1/3/6/1990 . Abdul Wahab | Mushola

9 |487 MK.15/\W2/76/V | . Abdul Wahab | Mushola
/1990

10 | 489 1/3-6/1990 . Abdul Wahab | Magjid

11 | 492 58/3-6/1990 . Abdul Wahab | Mushola

12 | 491 [11/3-6/1990 . Abdul Wahab | Mushola

13 | 493 W2/K07/178/199 . Abdul Wahab | Musola
1

14 | 490 W2/K07/179/VI1/1 | H. Abdul Wahab | Makam
990

15 | 494 7V 1/1990 . Abdul Wahab | Muhola

16 | 495 W2/K07/180/V 11/ . Abdul Wahab | Mushola
1990

17 | 500 W2/163/X/1992 . Abdul Wahab | Mushola

18 | 501 W2/166/X/1992 . Abdul Wahab | Mushola
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19 | 497 W2/144/V11/1992 | H. Abdul Wahab | Mushola

20 | 508 W2/165/X/1992 H. Abdul Wahab | Mushola

21 | 507 W2/175/X1/1993 | H. Abdul Wahab | Mushola

22 | ProsesBPN | KO/W2/BA.03.2 | H.Choerudin Mushola
12014

23 | ProsesBPN | KOL/W2/BA.03.2 | H.Choerudin Mushola®
/3/2014

Proses tersebut sudah berjalanan selama 5 tahun akan tetapi sertifikat
tersebut tak ujung keluar hanya tertera proses BPN di nomer 22 dan 23. Jika
dilihat dari lamanya sertifikat tersebut penulis mengindikasikan bahwa
pensertifikatanya dilakukan secara ilegal tidak sesal dengan tata cara
pensertifikatan yang berlaku.

Sedangkan dalam tata cara pensertifikatan tanah wakaf seorang
pengelola harus meminta persetujuan atau Surat Keterangan (SK) dari pihak
KUA, karena dalam hal ini pihak KUA harus mengetahui jika tanah wakaf
tersebut yang akan di sertifikatkan.

Hal ini sesual dengan apa yang ada dalam Peraturan Menteri Agraria
dan tataruang nomor 02 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah
Wakaf dalam peraturan m enteri di atas mengenai perubahn harta benda
wakaf itu harus diketahui oleh pihak PPAIW.

Peraturan Menteri Agrarian nomor 02 tahun 2017 pasal 2 ayat 2 yang
menyatakan :

(2) PPAIW atas nama nadzir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen
dokumen lainya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf atas

% Direktori Tanah Wakaf Perlokasi Kecamtan Subah Desa Sengon
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nama nadzir kepada kantor pertanahan,dalam jangka waktu paling
lama 30 hari sejak penandatanganan AlW atau APAIW.3*

Undang-undang di atas menerangkan bahwa pihak KUA selaku
PPAIW harus memberikan Akta lkrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti
Akta Ikkrar Wakaf (APAIW) untuk diserahkan kepada pihak kantor
pertanahan (BPN) selaku pembuat sertivikat tanah, jadi dapat dismpulkan
bahwa proses pesertivikatan tanah wakaf harus diketahui oleh pihak KUA
atau Pejabat Pencatatan Akta lkrar Wakaf (PPAIW).
Daam pasal di atas sudah diterangkan tentang bagaimana pengajuan
sertifikat tanah wakaf yang ditujukan pada Kantor Pertanahan atau BPN
selaku penyelenggara pembuatan sertipikat. Dalam ha selanjutnya akan
mengulas tentang bagaimana pendaftaran tanah wakaf yang ditujukan oleh
pihak KUA atau PPAIW sesuai dengan peraturan dengan PP No. 28 Tahun
1977 pasal 9 yang menyatakan bahwa
a. Caon wakif bersama saksi dan nazhir yang telah di tunjuk datang ke
kantor KUA setempat selaku Pegabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW).

b. PPAIW mengecek persyaratan wakaf dan mengesahkan nazhir.

c. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi saksi, PPAIW
membuat aktaikrar wakaf dan salinannya.

d. PPAIW aas nama nazhir menuju ke Kantor Pertanahan
kabupaten/kotamadya dengan membawa permohonan pendaftaran tanah
wakaf dengn mengatur formulir W7.

e. Kantor Pertanahan memproses sertipikat tanah wakaf tersebut.

8 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara
pendaftaran harta wakaf
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f. Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat yang sudah jadi kepada nazhir,
dan selanjutnya ditunjukan kepada PPAIW supaya dicatatkan pada daftar
Akta lkrar Wakaf (AIW)®

Peraturan PP di atas jelas menegaskan bahwa dalam penfertifikatan
tanah wakaf harus melibatkan pihak Pejabat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW
yang ada di KUA setempat, jika tidak melibatkan pihak tersebut sudah di
pastikan dalam pensertifikatan tersebut sangatlah ilegal.

Dari penjelasan di atas bahwasanya seorang pengelola harus tahu soa
tanah wakaf yang di kelolanya dari hal sertifikat sampai ha pengelolaan
hasilnya di peruntukan untuk apa sga. Supaya ada kejelasan tranparansi
dalam mengelola harta wakaf tersebut, Sebagai mana yang diatur dalam
Kompilast Hukum Islam pasal 220 ayat 1, bahwa:

“Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas
kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai
dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri
Agama.”®

UU No 41 tahun 2004 tentang perwakafan, dalam Pasal 11 Undang-

Undang Wakaf No 41 Tahun 2004:

Nazhir mempunyai tugas :
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf:
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
fungsi, dan peruntukannya:
c. Mengawas dan melindungi harta benda wakaf:
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.®’

Dari peraturan dalam KHI pasal 220 ayat 1 bahwa seorang nazhir harus

menjaga dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasiinya.

¥ Departemen Agama RI, Perkembangan Pengelolaan Wakaf, Jakarta: Dirjen Bimas Islam,
Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006,
him.19
% Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, him. 104.
8" Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004, pasal 11.
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UU 41 Tahun 2004 pasal 11 juga menerangkan khususnya poin C
bahwa seorang nazhir harus mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
dalam artian bahwa seorang nazhir harus tahu peruntukan harta wakaf yang
dikelolanya dan hasil harta wakaf tersebut untuk apa sgja, bahkan fakta di
lapangan penulis mendapatkan fakta bahwa dalam pengelolaan harta wakaf
tersebut tidak ada |aporan bulan atau pun tahunan.

Disinilah kita bisa melihat kopetensi seorang nazhir yang seharusnya
bisa menjaga dan melindungi harta wakaf belum memenuhi syarat untuk
menjadi seorang nazhir, berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004
haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Warga negara Indonesia.

b. Beragama Islam.

c. Dewasa

d. Amanah.

e. Mampu secarajasmani dan rohani.

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.®®

Amanah dalam menjaga dan melindungi harta benda wakaf bahkan
sampai menjaga hasil wakaf adalah suatu cerminan syarat yang paling
penting dalam persyaratan yang harus ada di diri seorang nazhir. Dan seorang
nazhir harus mengikuti pembinaan mentri dan Badan Wakaf Indonesia atau
BWI, Sebagaiman yang diatur dengan Undang-Undang 41 Tahun 2004 yang
berbunyi:

Pasal 13
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari menteri dan Badan
Wakaf Indonesia.”

8 Departemen Agama RI, Undang-Undang wakaf dan Peraturan Pemerintah
Tentang Pelaksanaanya, Jakarta, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral
Bimbingan Masyarakat 1slam, 2007, him. 8.
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Pasal 14
“Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,
Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.”®
Dalam pasa tersebut menjelaskan bahwa nazhir berhak mendapatkan
pembinaan dan pelatihan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Seharusnya jika nazhir mengikuti prosedur dan syarat syarat yang sesuai pasti
akan tercipta nazhir yang berdedikasi dan kompetensi yang sangat bisa
memajukan harta wakaf dan lebih mengembangkan harta tersebut sesuai
dengan tujuan wakaf.
. Analisis Dampak yang Timbul Dari Problematika Peran Nazhir Dalam
Pensertifikatan Tanah

Perlindungan harta wakaf yang berada di Desa Sengon Kecamatan
Subah Kabupaten Batang, jika dilihat dari pengelolaannya sangatlah
berlawanan dengan apa yang ada dalam Undang-Undang, jika kita melihat di
atas, penulis telah memaparkan beberapa poin tentang pengamanan dan
perlindungan harta benda wakaf yang dikelola oleh seorang nazhir di Desa
Sengon, tidak bisa d pungkiri lagi bahwa perlindungan harta wakaf di desa
tersebut terjadi banyak sekali problem problem yang dimana akan berdampak
terhadap tidak produktifnya tanah wakaf dan penyalahgunakan harta benda
wakaf bahkan jika hal ini terus terjadi dalam pengelolaan dan perlindungan
harta wakaf akan mengakibatkan hilangnya harta wakaf yang berada di Desa
Sengon Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Hubungan terhadap dampak yang terjadi di dalam pengelolaan dan
perlindungan tersebut sangatlah fatal sekali jika kita melihat masalah-masalah
dan cara perlindungan yang dilakukan oleh nazhir terhadap tanah wakaf
tersebut, dari masalah-masalah yang ada di atas penulis menyimpulkan 2

dampak yang akan terjadi:

8 Undang-Undang 41 Tahun 2004, pasal 13-14.
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1. HartaWakaf Tidak Produktif

Harta wakaf yang seharusnya dikelola dengan baik dan dilindungi
hasilnya bahkan sampai mentasarufkan hasil harta wakaf tersebut, itulah
tugas seorang nazhir selaku pengelola harta wakaf. Akan tetapi berbeda
dengan apa yang dilakukan seorang nazhir yang ada di Desa Sengon
Kecamatan Subah Kabupaten Batang, pasalnya terjadi beberapa
problematika yang mana seorang nazhir tidak pernah mengetahui hasil
dari harta wakaf yang dikelolanya dan tidak tahu  hasil dari
peruntukannya harta wakaf tersebut.

Hal ini seorang nazhir hanya berstatus seorang nazhir sgja, akan tetapi
tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang nazhir yang seharusnya
bisa melindungi harta wakaf tersebut, dan yang mengelola harta benda
wakaf tersebut malah justru orang lain yang tidak mempunyai
kepentingan ataupun seorang anggota.

Anadlisis penulis melihat dari teori yang digunakan penulis yaitu
berdasarkan teori undang-undang perwakafan 41 tahun 2004 pasal 11 dan
pasal 5.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan

tujuan, fungsi, dan peruntukannya

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Pasal 5

% Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004, pasal 11.
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“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda
wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan
umum.”

Teori yang digunakan oleh penulis di atas dari poin (a) sampai poin
(d) sangat bertolak belakang dengan apa yang ada dalam pengelolaan
maupun perlindungan harta wakaf yang di kelola nazhir di desa Sengon

tesebut. Bahkan pasal 5 menyatakan mewujutkan potensi dan manfaat

berupa ekonomis yang seharusnya ada dalam harta wakaf.

2. Hilangnya Harta Wakaf

Hilangnya harta wakaf bisa terjadi dari beberapa faktor masalah
dalam pengelolaan harta wakaf, salah satu faktor lainya adalah karena
kurangnya perlindungan peran yang dilakukan oleh seorang nazhir, hal
ini banyak terjadi terhadap perlindungan harta wakaf yang kurang efektif
bahkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan peraturan
yang berlaku.

Problematika yang ada di pengelolaan harta wakaf yang berada di
Desa Sengon sangatlah bisa diindikasikan salah satu faktor dari
hilangnya harta wakaf, pasalnya dalam perlindungan harta wakaf yang
ada di desa tersebut tergolong sangatlah unik karena dalam pemegang
sertifikat yang seharusnya di bawa oleh pengelola akan tetapi pihak
pengelolatidak tau menau soal sertifikat tersebut di bawa oleh siapa, ada
beberapa sumber menyatakan bahwa sertifikat harta wakaf tersebut di
bawa oleh orang lain yang statusnya tidak ada hubungannya dengan
pengelola bahkan anggota pengelola Bahhkan masalah lain seperti
proses pensertifikatan harta wakaf sga tidak ada kelanjutanya ataupun

konfirmasi tentang sertifikat yang masih proses di BPN, hal ini jika tidak
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ada tindakan dari kewenagan seorang nazhir akan selamanya tidak akan
selesai proses pensertifikatan tersebut.
Anadlisis penulis melihat dari teori yang digunakan penulis yaitu
berdasarkan teori dari Kompilas Hukum Islam pasal 220 ayat 1, bahwa:
“Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab
atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan

sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
oleh Menteri Agama.”**

Dan penulis juga menggunakan Undang Undang 41 tahun 2004 tentang
perwakafan pasal 11 poin (c) yang menyatakan bahwa:

“mengawasi dan melindungi harta benda wakaf”
Dari poin (c) di atas menyatakan bahwa seorang nazhir berkewajiban
mengawasi dan melindungi harta wakaf yang dikelolanya, jadi dapat
dissmpulkan bahwa pengelola yang ada di desa Sengon sangatlah tidak
sesuai dengan teori undang-undang atau peraturan yang di gunakan oleh

penulis.

%! Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, him. 104.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka
sebagai akhir dari kajian ini, penulis simpulkan hal- hal sebagai berikut:

1. Kurangnya perlindungan terhadap sertifikat tanah wakaf di Desa Sengon
Kecamatan Subah Kabupaten Batang ini sertifikat tanah wakaf sendiri
tidak dibawa oleh pihak yang bersangkutan yaitu nazhir pengelola akan
tetapi justru sertifikat tersebut diserahkan pada orang lain yang tidak ada
sangkut pautnya dengan pengelola, dan tidak mempunyai kepentingan
sama sekali dalam pengelolaan harta wakaf tersebut, Hal inilah yang
menjadikan perlindungan aset wakaf yang ada di Desa Sengon sangat
rawan sekali dalam ha perlindungannya khususnya dalam melindungi
sertifikat. Bahkan masih ada peluang yang mungkin bisa membuat harta
wakaf tersebut tidak produktif, pasalnya dalam perlindunganya pun
banyak terjadi ketidak sesuian apa yang dilakukan oleh pihak pengelola.
Tidak hanya soal siapa yang membawa sertifikat sgja yang menjadi
problematika dalam melindungi harta wakaf yang diutarakan penulis di
atas akan tetapi problematikalain juga terjadi dalam pensertifikatan harta
wakaf yang dilakukan oleh nazhir yaitu dalam pensertifikatannya ilegal
sehingga sampai sekarang sertifikat tersebut belum jadi sgjak tahun 2104.

2. Problematika dalam perlindungan hasil tanah wakaf yang ada di Desa
Sengon, Kecamatan Subah Kabupaten Batang dalam pengel olaannya pun
sangat kontroversial, pasalnya salah satu wakaf yang dikelola oleh nazhir
tersebut yaitu harta wakaf yang produktif dalam hal ekonomi wakaf

tersebut ialah berbentuk lahan perkebunan yang berada di Desa Sengon
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itu sendiri, karena dalam pengel olaanya yang dilakukan oleh nazhir pun
sangat berbeda dengan apa yang ada dalam peraturan ataupun undang-
undang, pengelolaan yang diterapkan oleh nazhir yang berada di Desa
Sengon ini dalam mengelola tanah wakaf perkebunan tersebut yaitu
dengan melimpahkan kepada orang lain, dalam artian nazhir tidak tahu
menahu soa bagaimana hasilnya dan hasilnya di paka untuk apa saja.
B. Saran-Saran
Terkait dengan perlindungan yang dilakukan oleh pengelola (Nazhir)
dalam mengelola tanah wakaf di Desa Sengon tersebut, penulis mempunyai
beberapa saran yang dimungkinkan dapat mencegah terulangnya
problematika yang dihadapi pengelola khususnya dalam pelanggaran-
pelanggaran yang mungkin terjadi di dalam perlindungan aset tanah wakaf,
antaralain:

1. Perlu adanya peningkatan dalam aspek pengelolaan harta benda wakaf
melalui pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh pihak pengelola,
ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 220 ayat 1, menyatakan
bahwa:

“Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas
kekayaan wakaf serta hasiinya, dan pelaksanaan perwakafan
sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
oleh Menteri Agama.”

Dari peraturan di atas bahwa sudah selayaknya seorang pengelola itu mengelola
dan menjaga harta benda wakaf.

2. Masdah sertifikat yang masih dalam proses BPN, seharusnya nazhir
perlu mengkonfirmasi lagi masalah tersebut pada pihak pihak yang
terkait supaya selesal dalam pensertifikatanya.

3. Nazhir dari tanah tersebut yang bertanggung jawab penuh terhadap

keutuhan dan kegunaan tanah tersebut, dan seorang Nazhir harus
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mempunyai kopetenst dan memenuhi syarat syarat sesuai dengan UU
yang berlaku.
4. Jika Nazhir tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka Nazhir
tersebut bisa diganti dengan tata cara yang berlaku.
C. Penutup
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas
rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi.
Peneliti menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan
baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat
menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun
dari pembaca menjadi harapan peneliti. Semoga Allah Swt meridhainya.

Wallahu alam.
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DEsA .. SEMEo

DIRERTORI TANAH WAKAF PERLOKAS] KECAMATAN SUBAH

.

[ e

—

Pendidikan Mo, Ta
Ho [ Moma Desa Luas | Penggumaan | Alamat Lokasi Warra Wakif Mama Madgir Marddle Siatus Sorifikat maﬁ No. AlW Tanggal AN
o 1 : El 4 5 B 7 [ 9 10 1 12 13
TNAYATI]
_ PAASFLIFAHS HM,
1)5engan 385\ Madrasah  |Krajan LILYADIN H. ARDUL WaHLe jso Sudah Sertifikat 1[28/2/2004  |K.07/8A.03.2/05/2003 03/05/03
MET]
2|Sengon 140{pusholla [sengan KLISHERAH H. ABDLIL WaAHAB |50 Suah Sartifiicat 3|30/6/2004  |£.07/BA.03.2/07,/2003 03/09/03
H. RODHIVAR
STURAH
SUMSIYAH
3|Sengon 1.180]8as|id |krajan f5FANDI HABDUL WAHAB {50 sudah Sertifkat 2|3ofefzo0d  |K.07/BALDE. 2062003 03/09/03
4]5engon zoo]neusholia  |Wirossr lramsaen |i2B0u warag [so | 256/15/5/1990  |Me1s/Kot/210/188s 02/09/89
5|5engon 115 hasis Raban | H. ABCUL WAHAR |SD Jsudah sentikar BA|05A08/ER | OL/MAK/2TSA/ 1000 o7/ean
G| Sengen as0|taasjd Wipongsari |saocHaLr HABOUL WAHAB 5D Sudah Sartifikat 75e|1s/s/090  |Miciseo7/aa5 1000 [2/05/85
TSengon 1.410{Madrasah  |Winongsari |ocHaAL HABOUL WaAHAR (50 Siadah Sertifikat 150|15/5/1950 | MK 15/007/236/1989 120483
&lSengon g0|husholla  |Winengsari SARKIRAH HABDUL WAHAE |50 Sudah Sertifkal AEB|3A1992  |1#3f6/1990 03/05/90
9l 5engon 170|Musholla  |Krajan LIRS HABDUL WAHAR |50 Zudah Sertifikal AR7(31/3/1997  |MEISANW/TENI1930 03/05,/40
10)sengon 115|htasjid Fucungkarep  |R KATIM HABDUL WaAHAR [50 Sudah Senifikar 4R89|31/3/1592  |§3-6/15590 03,/06,/30
11|5engon 135 |Musholla  [Sengonsar HASMIRAM H.ABDUL WAHAS |50 |5udah Sertifikat 432(23/11/1952 |SE/3-5/1990 03/06,90
12{5engon 100]Masshalla  |Krajan DASULAINAH  [WABDUL WAHAS [5D Sudah Sertifikat A91|23/11/1932 |NF3-6/1950 03,/06/%0
13[sengon 110|musholla  |Sengonsarn AMAD DALAL  [HABDUL WAHAB |50 | Sisdab Sertifiket A93[23/11/1992 |Wa /K07 175/1891 1207491
14[5engan 3.950{ haakam Sergonsari B.WAST| HABDUL WAHAR |50 Sudah Sertiffst 49023/11/1992 [w/kDT/17900f1990 13/07430
15|5engen 78{Mushiolla  |Sengonsari DaLIMI HABDUL WAHAR |50 Sudah Sertificat 484123/11/1592 |7/I{1900 - 03/06,/90
16|Sengon mn_n._f_ﬁ__n Sipalem DASKARI HABDUL WAHAR |50 |Sudah Serkat 455{23/11/1992 [wW2/KD7/180/VT/1590 12/07/50
17| Sangon 2E|amshalla  |Winongsar  |SLAMET SARARI |HABDUL WAHAR |50 Sudah Sertifikat soofa/s5/1053  |we/tea/ /108 01/10/92
18|5engan 35(musholla |Krajan MAHRUS HABDUL WAHAB |50 Sudah Sortifikat SOA|20 81003 |wWi/16E 1952 0110492
15lEengon sofpushotla [S=ngonsar ] FATINGAH HABDUL WAMAE (5D Sudah Sertifikat 487|19/12/1992 [walisaviaaz 20/8/1592
20|Sengan 135|Mushais.  |Sengen SLUIRAARTYAH HABDUL WAMAR (5D |sudah sortifiat S08[23/2/1095  |wa/165, 1952 011092
21|5engan 9 |paushalls  |Sipelem A, IDRIS HABDUL WAHAR [5D Sudah Sertifikat s07(23/2/1985  |Wa/175/00/1833 30111992
23| sengon 170|Mishalla |Winongsard ROCHAENAH H.CHOERUDN 51 Proses BPN - L E R T T 27/ 02 2014
23]cengon 228|miusholla  [Sengonsar  |MUMADIRIN  [HCHOERUDIN |51 Proses BPH [koiswiayea03.2/372004
—
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: BENTUK W1
IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Yarg bortanda tangan di bawah ini saya :
Wama longkap ! ROCHAEMAH ——
Tempat dan Tanggal Lahlrfumur : BATAMNG, 01 JULI 1967
Agama = 1sLAam
Pekarjaan : PERDAGANGAN
Jahatan S [
{bagl Wakif Badan Hukum) '
Kewarganegarasn : INDONESIA
Tempat tinggal : DK, REIOSARI AT 02 AW 04 DESA CLAPAR KEC. SUBAH
Bertindzk untuk dan atas nama : SEMDIRI
Pada hari ini 1 ICAMIS
Tamggal 27 Pebruarl 2014
Dengan inf mewakafkan sebidang tanah millk saye
Berupa’ : PEKARANGAN
sertifikat/Persii’ nomor : HM. 705
Kelas Desa : 0l
Ukuran panjang L o-m
1 lehar £ -m
'y lusas 1 270m"
Terletak i :
Dasa ' : SENGOM
Kecarmatan 1 SUBAH
Kabupnten/Keta'  BATANG
pravins! : JAWA TENGAH
Dengan batas-batas i
sebelah timur K
. KAMBARI DAN DARPI
barat y
- WASPAAT DAN YATIN
utara
¢ AMAT SOLIKIN
EEI&HH,, . TEMPAT IBADAH, MUSHOLA
Urtuk kepartuafi
nanfaat tanah tersabut diberikan kepada: .
\Wakaf tansh tersebut diurus oleh Nadzir yang diwalkil olef :
Hama lengkap . M, KHOIRUDDIN o
’ hirfumur . BATANG, 31 JANUAR
Tempat dan Tanggal Lahir/ e
- . GURU
Pekerjaan . KETUA
Jabatan dalam Madzir
: INDONESIA KEC. SUBAH
Kewarganegaraan . DK, KRAJAN AT 02 RW 02 DESA SENGON KEC.

T ernpat tinggal
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BENTUK W.1
ikeer Wakaf Inl dlucapkan/dibacakan® di hadapan PPAIW KecamatanSUBAHXabupaten/kess™
BATANG Prowing JAWA TENGAH dengan disaksikan oleh sakel-
=141
1. Wama lengkap ; WASPAAT
Tempat dan Tanggal Lahirfumur : BATANG, 01 JULI 1956
Apama = 15LAM
Pekarjaan : WIRASWASTA
Jabatan ¥
Kewarganagarasn = INDORESLA
Tempat tinggal _+ DK. WINONGSARI RT 09 RW 01 DESA SENGON KELC. SUBAH
2. Namalengkap : AHMAD FADLOU
Tempat dan Tanggal Lahirfumur : BATANG, 25 SEFTEMBER 1377
Agama ; 1sLAM
Pekerfaan ; WIRASWASTA
Jabatan i =
Kewarganegaraan : INDONESEA
Tempat tinggal ¢ DK, REIDSARI AT 02 RW 04 DESA CLAPAR KEC. SUBAH

tkrae Wakaf ini dibuat dalam rangkap tigs 2

Lembar pertama wniuk Nadzir,

Lembar kedua untuk PPATW.

Lembar ketiga untuk Walksf.

Demikian lkrar Wakaf ini saya buat stas kehendak sendirl dan tanpa paksaan pihak fEln.

Batang, 27 Pebruari 2014

Saksi-saksl:

1. WASPRAT

7. AHMAD FADLOU

Katarangan |
1). Disi salah satu dari sawah, pekamngan, kebin tau tambak.
2).Coret yang tidak parl.
5). Gittal salah st dari tujuan wakaf, .
a Pembangunar tempat peribadatan, termasuk di dafammya measlid, langgar dan mush ; . .
b Keperkian wmrn, Termasul di dalamays bidang e nelidlican darl tnghat kanak-kanak, tingkat ; asar H'WT ; rigkat tingg
serta tempat penyantunan anak yatim platy, tuna notre, R wisma akad keperiian umum lainnya seaual cengan Fjaran

zrama klam
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BENTIK W.2
AKTA IKRAR WAKAF
Nomer : KO/ 2/BA.03.2/ 2 /2014

Padz harlin, hatl  KAMIS  tanggal 27 RABIULAKMIR1435 H stautsnggal 27 PEBRUARIZDIE M.
Datang menghadap kepada kami, nama H. SUHARIOND, SHI, M.H,  Kepalz Kantor Urusan Agama Kecamatan

SUBAH ¥abupaten ota® BATANG yang
Dlen Menteri Agama dengan peraturannya Momer 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunfuk sebagzl Pejabat Pembuat

finta fkrar Wakal vang dimaksudkan dalam pasal 9@ ayat (1} Peraturan Pemerintah Mo. 28 Tahun 1577 tenkang
Pufwakafan Tanah Millk untuk wilayah Kecamatan

SUBAH dengan dihadiri dan disaksikan oleh
sakzhsaksi yang kamil kenal/diperkenalkan kepada kamidan Madsir yang kami kenal/diperkenslkan kepada kami’
dan zkan disebutkan dalam akta Inl ;
. Nama lengkap : ROCHAENAM
Tempat dan Tanggal Lahir/umur : BATANG, 01 JULI 1567
Appma, . + ISLAM
Pekerjaan . PERDAGANGAN
labatan {bagl Wakif Badan Hukum) -
Kewarganegaraan ¢ INDOMNESEA,
Tempat tinggal : DK. REJOSARI AT 02 RW 04 DESA CLAPAR KEC. SUBAH
Selanjutnya disebut WAKIF
Il Hama lengkap = H. KHOIRUDDIN
Tempat dan Tanggal Lahinfumur . BATAMG, 31 JANUARI 1972
Agama 1 15LAamM
Pekerjaan 1 GURU
Jabatan dalam Nadzir : KETUA
Kewarganggaraan ; INDOMESIA
Tempat tinggal ' . DK KRAJAN FT 02 RW 02 DESA SENGON KEC. SUBAH
disebut NADZIR
F,ﬂa:ari:::hahm wealif telah mengikrarkon wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak millknya
Bempau : PEKARANGAM
sertifikat/Persil” nomer > M
Kelas Desa : 0d
Ukuran panjang ¥em
lebar L .
|uas i 30m
Terletak di
Desa : SENGON
Yecamatan ; s;::::ﬁ
1 :
Ka bu.Pat'El'lfm o TERER
Provinst
pangen batas-batas -
Sebelan E:: . XAJABARI DAN DARP
- : : WASPAAT DAN YATIN
solatan ¢ AMAT SOLIKIN

Utk kepertian® - TEMPAT IBADAH/ MUSHOLA
Denaan dikadin dan disaksikan akeh ;
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M. 1.Mama lengkap

Tempat dan Tanggal Lahlefumur
Agama

Pakerjaan

labatan

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

. Mama lengkap
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Ly

Lembarkal
Lembaris 3
Lembarie 3
BENTUKW T

: WASPAAT

: BATANG, 01 JULI 1856

: ISLAM

¢ WIRASWASTA

: INDOMESIA

i DK WINONGSARI RT 09 RW 01 DESA SENGON KEC SUBAH

: AMMAD FADLOU
Tempat dan Tanggal Lahir/umur : BATANG, 25 SEPTEMBER 1977
A-EHI'\'I‘G + ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Jabatan =
Km'rsanmmn o + INDONESIA
Tempat tinggal

Akta lkrar Wakaf dibuat rangkap tiga:
Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.,

¢ DK, REJOSARI AT O RW D4 DESA CLAPAR NEC, SUBAH

Lermibar kedua dilampirkan pada surat permohaman pendaftaran kepada Kantor Pertanzhan Kabupaten/kets.

Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewllayshl tangh wakaf tersebut.

Wakif,

Saksi-saksl

1, WASPAAT

2. AHMAD FADLOU

VEtErangan

1), Corat yang tidaiporht

3+ niiel salah saty dari swwsh, priarangan, kebun atau tambak,
3}, Délsl salah satu dari tigfuan wakat,

. Pembangunan t2mgat peribadatan, termasuk di datamaya masjid, langgar dan mushalk,

b. Keperuzn umdm, termasek di dalamnyz bidang pendidivan dar tingkat 505
serta tampat penysntunan anak yatim platd, tuna Rietra, tuna witma atau keperluan LA

agoma tslam,

kanak-kansk, tingkat dasar fampai tingkat tinggl

sesual dengan afaran
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BERITA ACARA KESAKSIAN

ATHE
'Jl.r:' E-'Pld. hlf'_‘!l'ﬂ. A T‘nﬂll -.EE

L Nama.1r-:'r|gkap
Tempat dan Tanggal Labic/Gmur:
Pekerjaan
Tempat tinggal

1. Namalenghap
Termgpat den Tanggal Lahirfumur -
Fekerjaan
Tempat tinggal

Februar

2014 yang bartanda tangan dliowak nl:

¢ Waspaat

Batang, 01 Juli 1956

: Wiraswasta
+ Ds.Sengon Rt 09 Rw 01 Kec. Subah Kab. Batang.

¢ Ahmad Fadholi

i Batang, 25 Sprember 1977

i Wiraswasta

i D ClaparRt 02 Aw 0d Kec-Sarbah Kab, Batang

D4engen ini mamberikan kesakelan | ks digariukan sangpus diengkat sumpah Jhahws =

1. Sebidang Tenah Hak millk No G Persllo.. Kelas: Bl Luas 270, m® yeng terbatak dF Blek Winongsarl

Desa Sengan Rt 09 Aw 01 Kec, Subah K
Seelsh timue i

@ bairat
Wl Ve 'utars
- salatan )

Benar-benar dimilikl /dikiasai oleh :
Mama lengkap
Tempat danTanggal Lahlrfumur
Pekerlaan
Nomor KTP
Tempat tinggal

7. Kepemilikan /penguasean tanzh tersebut berdasarkan @ wakaf yang dilaksanakan secara tertulls berasal

darl Gdrl, ROCHAENAH bin SOCHEN!

Oemikian berlta acara iné dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapl surat permyataan yang bersangkutan

ab Batang dengan batas-batas @

Saras|

;" Kambarl dan Darpi
¢ \Watgaat dan ¥atin
+ Bt Salikin

: H-Ehoerudin, AF

Batang 31 Januari 1972

" Burn
1 3325093101720002
i Dk, Krajon Rt 02 Rw (2 Ds. Sengon Kec. Subah Kab. Batang

glina mengajukan permahonan sartifilkat wakaf aras tanah.

i | @;&?ﬁ;ﬁmﬁgm
.fE"aJ? G EE. ”,..

{ ZAMFONT MAHSUN, 5. Pd.

7, thmad Fadholi {;%’
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BENTUR WK,

SURAT KETERANGAN KEPALA DESA/KELURAHAN

TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK :
Momar: 2 014 - '

Dengan inl, saya Kepala Desa/Kelurahan™ Sengon menerangkan bafiwa 1anat

Bprupa : Bowh, pekarangan, kedum, stal reah’
Sartifikat/Parsl nomor 1€ Parsil;
Kelas Oesa 1ol
Ukuran.panjang R ||
lebar I m
lizas :o190 mt
Tarletak di r
Desa/Mefurahan + D5, Sangon AL 09 Aw 01 Kee, Subah Kab, Batang.
Kecamatan : Subah
Kabugaten ke +Batang
Provipsl> . TR TRNIR E T 1 () SRR RN G SRR
dungan bates-batas '
Sebelzh tirmur i Sarasl
barat ¢ Kambarl den Darpi
wtara ¢ Waspaat dan Yatin
salatan £ «Amat Sollldn

Manfzadalah benar tanah waksf,
Demikianlah agar menjadikan makium bagi vang barkepantingan.

!

Keterangan :
1]. Carét yang tidgl;p-urlu,
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SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISik

BIDANG TANAH [ SPORADIK |
Yzng bertanda tangen dibawah ini :
Wvama fengkap ¢ H ¥hoerudin, AF
Tesmwpat danTangeal Lahinfumus : Batang31 Januard 1872
PekerizEn ¢ Gura |
dp Momor TR ¢ 3325003104720002 e
Tempat tinggz! : O Krajan RtO2 Rw 02 Os. Sengon Kec, Subth Rob, Batong
Sgrizan inl memyatakan bahwa saya dengan itikad batk telah menguasal sabiidang tanzh yang terletak di:

Dt /Kel, + D, Sengon RE06 Rw 03 Kec. Subah Kab. Batang
Yecamatan 1 SUBAH
Kebupaten mese” : DATANG
Provins o JAWA TERGAH
NiB NS
Eratiss Tanah : Pekarangan Mo C...
Dipergunalen untuk : Tempat Ibadah fMushola Kalijogo
Danzan batas-batas 2
Sebelzh timur 1 Barasi

barat 1 Kambari dan Darpl

uERe © Waspaat dan Yatin

salaEn : Amat Solikin

Bidang tenzh tersshut saya peraleh darl wakiF sdrl ROCHAENAH bin SOCHEN] yang dikuasal sefak tahun 2000 yang
.~ sampai saat Ini saya kussak terus menerus-tidsk di jedfen [ mebjadl faminen sasoatl ‘nuteng dag tidak-dalam
e ke

Suras parmyarazn ini sy buat dengan sebenarbenamya dengan penth tanggungaval dan saya barsedia unt
mengangkat sumpah bita diperukan. Apabila termyala pamyztaan ink tdak benarsava bersedia dituntut dihadapan

pinzk-pihak yang barwenang.
1. Nama lengkap : Wospast
Tampat dan Tangee! Lahinfusmur : Batang 07 .Jul 1855
Pekerjaan = Wirmswasta
Tempat tingge] : Ds.Sengon Rt 09 Rw 01 Xee Subsh Kab, Batang
2. Mamalengkzp + Ahmad Fadhail
Tempat dan Tanggal Lahinfumur . Batang, 25 Saptember 1977
Pekerjasn ! Wiraswasta
Tampat tinggel : Ds. Clapar Rt 02 Bw 04 Kee, Subah Kab, Batang

Sangnn,ﬁf.....Fehruari_ 0148
&y

. H (e
Saksl-saksd %
1, Waspaat bl ] ¥ R }
2. Ahmad Fadholl :u.,?%ﬂﬂ.q

AMREN] MAHSUR, 5. Pd. |
ARy
=
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SURAT PERNYATAAN
¥ang beranda tangan dibawah ini;
Hama lengkap : H KHOERUDIN, AF
Tempat danTanggal Lahirfumur - Batang31 Januan 1972
Peerfacn G
Moo KTP - 3325093101720002

Tempat taggsl & D, Krajan AT02 Ry 02 Dy Sengon Kac. Subah f¥ab. Botang

£glaky emahan dan pemilk tanah di Blek v Winangiarl Desa Sengon Rt 09 mwO1 Kec Subah Kab

fateng Me. € Pergll Welds D Luas: 270.m" dengan batas-bacas

Sebelah timue 1 Sarasl
barat . Kambari gan Dampl
uiare ¢ Ywaspnat dan Yatin
sehtan . Amar Selidn

Cengan i memyalaian

Ara1 bidang arah teriebut telah & pasang tanda batesanyd sob
Wiy efta telsn memperoleh persetujuan darl pemikk tanah ya
tinda tasgan dalam pernyaiaan inl

anyak bush dan terbuat dari bey! Beton f
ng ber sebelahan dengan membiulihkan

Ata1 begang tanah tersebut sampai a4t ini belum serpertifikar dan belum pernah dijadikan jaminan hutang {
dmeriual belian fersa tidak datam senghote

3 Argy ey tanzh tersebut seteish dadakan pengukuran leh pelugny ukyr kanvor Pertahanan Kabogaten
Briang dengan hasd Luss 270 m" tebnges terdapal keloblhan dan kekurangan Luas 270. m

A=xiity Goear Permyataan i tdak benar, taya beredia mempertangpung-jawabkan dikemuztian har

e giyy Totpt Dermnatean il dbun dengan sebenar-benornya untuk keperluan permohonan peaguiuran
dan sertifiat

hh{pﬂ.:? Februar 1014 [

Saig tetangra yang essebelahan

Tamat CSarp

Barat : gmbgn 330 Derpd
\tara Watnaat dan Yatn
Selstan ; Amat Selicn

thBley egeiahul
mﬂ Sengon

¥ ingg

'._'_._,_.-"'

THL ZARARONI MASHUN, 5. Pd. 1
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5.
SURAT PENGESAHAN NADZIR PERORANGAN s
Neimor ¢ K01/W.5/0003.2/ 2 f3014

ol hatl Ind, hael KIS Lyl 7 ablul Akblr 1435 H g
Yam Kpala Kantor Urusan Agama /Pejnbat Pembuat Aktn lkear Wkl L'J'ItI::nil;ll;ﬁurczlmalaﬁ? FM:IF.F?!TI: "
KabupatarKota' BATANG Presins! JAWA TENGAH setelah
rengaclakan penslitan sepsdumya mhengesnliben ;
Lo Mama longkap i M KHOIRLDmIN

Farnpral dlan Targgnl Lol OIRATANG, 31 JANUAR 1972

Agiaimn ISLARM

Pukerjann =]

Kl gangarnnn t INDONESIA

Iahatnn dolom Madelr sebag i KETUA

Tompnl lnyggal b D WIALAN T 02 10 02 DESA SENGON KEC, SUILAH
2 Nam lenghap ! ADDUL RO'UF

Tempat dan Tanggal Labirfumur ¢ BATANG, 10 JUNI 1978

Agamn ¢ ISLAR

Pekarfaan : GURU

Kewnrganogarian i INDONESIA

Inbatan daliym Nadelr sebagal ! SEKRETARIS

Formpat tnggol ¢ DE. WINONGSARI T 09 AW 01 DESA SENGON KEC, SUIBAH
i Mamo lengkap ¢ ANDUL KHAMID

Tempat dan Tanggal Lalils/urmur ¢ BATANG, 06 JANUARI 1978

Agama r IsLAM

Pakarfaan ¢ WIRASWASTA

Kowarganogaraan : INDONESIA

Jabatan dalam Nadzlr sebagal ¢ BENDAHARA

Tempat Unggal : DESA SENGOMN AT 01 RW 02 KEC, SUBAH
4. Mamo iengkap ¢ SUROTO

Turmpat dan Tanggal Lahls/urmur : BATANG, 12 PEBRUARI 1973

Agama ¢ 1SLARM

Pakerjaan ¢ BURUH

Kowarganegaraan ¢ INDOMESIA

Jabatan dalam Madzir sebagal ¢ ANGGOTA

Tempat tinggal : DL SIPELEM AT 01 AW 04 DESA SENGON KEC. SUBAH

Nama lengkap ; i CAIN

Tﬂmpﬂt dan Tanggal Lahir/umir ¢ BATANG, 20 PERRUARL 1567

Agama ; ISLAM

Pekerjaan : WIRASWASTA

Hmrgnnegal‘ahh ¢ INDOMESIA

Jabatan dalam Nadzlr sebagal + ANGGOTA

Tempat tinggal ¢ D SENGONSARI RT 05 AW 03 DESA SENGON KEC, SUBAH
Sebagal Nadzlr atas tanah wakaf yang terletak df Desa SENGON Kecamatan SUBAH
Hanunalﬂﬂmﬂ BATANG Paostns) AR TENH
Surat pengesahan ini berfaku sefak tanggal disahian.

Disahkandl 2 SUBAH
Padatanggal 27 Pebruarl 2014

ﬁ&::mmmn!mhu!ﬂmn kpadn Madde pimg berseghutan

¥, Lembar o3 fdua) tambian knpada Kemanag Kabupsten/Ssw3ATARG
¥, Amin.
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